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Pelatihan Teknit Pimpinan Pelaksana BPS Provinsi 4000 

Catatan Mengenai Permasalahan Daerah 

1. Buku ini rnerupakan kumpulan Permasalahan Daerah yang dikirim oleh BPS Propinsi. 

Kumpulan permasalahan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah pada waktu 

menghadapi suatu masalah, karena didalamnya dicakup juga pemecahan masalah 

yang dis3:ankan oleh BPS. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berguna bagi 

Propinsi yang menyampaikan permasalahan, tetapi juga bagi propinsi lain yang tidak 

menyam )i:likannya. Dengan kata lain buku ini dapat berfungsi sebagai buku referensi. 

2. Namun 'li:lrUS diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan agar buku 

referensi ini menjadi lebih baik. Utamanya mengenai uraian permasalahan itu sendiri, 

sehinggcl bersifat strategis, substansial, dan jelas. Karena dalam buku ini 

permasa:iahan yang dikemukakan tidak demikian. Ada daerah yang sekedar 

menyampaikan permasahan, karena tidak ingin daerahnya dianggap tidak mempunyai 

masalah. Bahkan ada daerah yang menyampaikan UKeinginannya", bukan 

"Permasalahan" . 

3. Untuk membuat buku seperti ini lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, 

sebaiknya BPS Propinsi mendokumetansikan permasalahan yang dihadapi dalam 

buku catatan permasalahan pada saat hal tersebut terjadi. Demikian juga DirektoraU 

Biro di Pusat periL! juga membuat catatan-catatan mengenai permasalahan, dan 

bagaimana permasalahan dipecahkan. Sehingga pada waktu Raker, permasalahan 

sudah te "dokumentasi dengan kualitas permasalahan yang strategis, dan pemecahan 

yang operasional (tidak mengambang). 

4. Untuk memudahkan pemcarian informasi dalam buku ini, permasalahan 

dikelompl)kkan menurut Propinsi dengan nomor Propinsi. Dimulai dari 11 (Nanggroe 

Aceh Dmussaalam), dan seterusnya. Masing-masing pertanyaan pada setiap 

Propinsi dimulai dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, untuk membantu 

pembaca mencari masalah sesuai dengan topik permasalahan, di halaman depan 

ditambah kan Daftar lsi Permasalahan dengan indeks dimana permasalahan berada. 

Alamat permasalahan adalah : (Nomor Propinsi dan Nomor Pertanyaan). Contoh: 

Alamat (:3:3.2) artinya permasahan berasal dari Propinsi Nusa Tenggara Timur dan 

Nomor urut pertanyaan adalah 2. 

Selamat menggunakan. 

Tim Perumus Ratek 

Tim Perumus Rah~k 
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Daftar lsi Perrnasalahan 
Bidang Statistik Sosial 

Jenis Masalah 

(1) 

1. Ketahanan Sosial 
a. Podes 
b. Status Ungktmgan Hidup Daerah 
d. Pemasukan Dokumen 
e. Dana 
e. Kriminalitas 
f. Seksi Hansos 
g. Jumlah Kelas POL dan PML 

P4B 
h. Sosialisasi P·!,B 
i. Petugas Lapangan 

j. Hambatan di L.aoangan 
k. Kuesioner 
I. Jumlah Dokurnen 

m. Dokumen TElrlambat dikirim ke Daerah 
n. Jadwal 
o. Daerah Elit 
p. Wilayah 

2. Kependudt.1kan 
a. Proyeksi PendllduklJumlah Penduduk 
b.SP2000 
c. SDKI 
d. Jumlah PendlJcluk 
e.SDM 
f."Sakernas 

g. Sampel 
h. Registrasi Pe"1duduk 

i. Survei Upahl Struktur Upah 
j. Parameter Demografi 
k. Indikator Kemiskinan 
I. Indikator Sosi.,,1 

3. Kesejahterl~an Rakyat 
a. Data Clean 
b. Jadwal 
c.Dokumen 
d. Validasi 
e. Pembayaran 

f. Sam pel 
g. Blanko Lewa"t ::.-mail 
h. Pengolahan 

Tim Perumus Po3tek 

Provinsi dan Nomor Pertanyaan 
. . 

(2) 

(34.4);(52.2);(61.15);(61.16);(64.9);(72.8);(82.5); (61.14);(12.5) 
(52.1) 
(61.17) 
(61.18);(75.2);(13.7);(91.4) 
(61.19);(74.3):(63.7);(82.14) 
(16.1);(74.1) 
(12.7) 

(12.8);(13.7);(16.10);(31.4);(32.2);(32.4);(61.7a) 
(12.9);(13.7);(15.1);(16.6);(31.7);(31.12);(32.6);(61. 7a);(72.10); 
(74. 17a.b);(74.19}:(82.1) 
(12.10a-d);(13.7);(16.11); (74.6);(32.3);(74.17d);(12.10f) 
(15.4):(15.5);(16.9);(32.5):(12.10e):(64.2):(74.17c) 
(12.11):(13.7);(15.1);(16.8):(31.11);(32.1);(61.7a);(64.1);(72.11); 
(74.7);(74.18);(82.2);(82.3);(82.4) 
(16.7) 
(31.3);(31.8);(31.9);(61.7a);(74.16); (15.2) 
(31.9):(31.5);(32.2) 
(15.3); (32.9);(64.4); (13.6);(16.5);(32.8) (32.7) 

(34.3);(61.13) ;(13.2);(72.1);(72.4) 
(36.2) 
(61.6); (61.5) 

(91.3);(91.5) 
(19.2);(33.4);(61.9);(61.11);(61.12);{63.2);(64.1 0):(64.11);(71.4); 
(73.5);(74.12); (61.10) 
(11.1 );(12.2);(16.3);(33.3);(36.4);(53.2);(62.5); (74.3) 
(11.2);(13.5);(34.2);(52.7);(63.1);(71.3);(72.2);(74.2);(74.14); 
(74.15);(75.2); (81.1);(82.11) 
(12.4);(32.10);(33.5);(52.6);(61.8);(63.3);(71.2); (74.13) (31.1) 
(17.3);(82.12) 
(14.1);(14.2);(62.3);(73.3) 
(19.2);(36.3);(62.2);(82.13);(82.15) 

(13.1 ):(16.2);(52.6);(72.6);(75.1 );(91.2) 
(14.3);(17.1);(33.6) 
(17.2) (13.4) (82.10) 
(32.12) (33.7);(71.1a);(75.3);(82.7) 
(32.13);(33.8):(34.5a);(52.5);(61.1);(63.5);(12.1 );(72.5):(72.7); 
(74.12) 
(33.1);(52.3);(52.4):(53.1);(61.2);(61.3);(64.7); (73.1);(91.1) 
(33.2) 
(33.9);(34.5d);(34.5e);(63.6);(12.6);(64.8);(71.1 b); (82.8);(82.9); 
(34.5c) 
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Jenis Masalah Provinsi dan Nomor Pertanyaan 

(1) (2) 

j.lnnas 
k. Biaya Pelatihi!ln Pengolahan , 
I. Wilayah 
m. Pengawasall 
n. Item Pertan~:tan 
o. Petugas 

4.Umum 
a. Dokumen surlfei Terlambat ke Daerah 
b. Data Sekundl:!I 
c. Jadwal Waktu 
d. Blok SenSUti 
e. Petugas 
f. Informasi Stal istik 
g. Sarana Komputer 
h. Pengawasan 
i. Biaya 
j. Lokasi Sulit 

Tim Perumus l'iEltek 

(53.3) 
(53.4) 
(61.4) (71.1c) 
(63.4) 
(12.3) 
(74.4);(82.6) 

(16.4);(74.11) 
(17.4);(72.3);(75.2) 
(19.1);(32.11);(34.1);(64.5) 
(31.2);(31.6) (31.10) 
(13.3) (62.4) (74.8) 
(36.1) 
(11.3) 
(62.1) 
(14.4);(64.3) (73.2) (74.10) (91.6) 
(72.9) 
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PERMASALAHAN DAERAH 
BIDANG STATISTIK SOSIAL 

r'NU=o---!ie:C·r=m~a~s~a"la~h=a=n~·---<S~a~ra~no.P"e=mC7e~c~ahLa~n~o"l~eLh-----~K~e~p=u~t=u~s~a=n~B~P~S----

, BPS Prov 
h ("1)-- .. ··--c(=2)- -------"'-'1(;;,3)"'-'----------,("'4).-----f--'-"-- .... --.e=-_____ --'='--______ --'-"-__ _ 

11 . Nanggr( .e Aceh 
DarUSSi:lr"m • 

1. PerWllltian sampel 
SUN,)i (Susenas. 
Sak':irnas, Survei Upah 
BUfllh, SUIVei Struktur 
Upah) Karena masalah 
terte,'ltu seringkati 
sampe·t yang sudah 
ditel't~lkan BPS Pusat 
tidal; rnungkin 
dila ~: ~;< lnakan 

peno:aGahan. Disamping 
kone lsi keaman8 n yang 
tidal; memungkinkan, 
juga kemungkinan 
sampE.I tersebut sudah 
tidal. ada di lapangan. 

BPS Provinsi NAD akan 
mengkonfirmasikan pergantian 
sampel kepada BPS Pusat dengan 
aluran yang lelah ditentukan. 
Namun jika saat pencacahan ada 
sampet yang ternyata karena 
situasi lertentu, harus 
diganlifdiganli kembali maka BPS 
Kabupaten/Kota boleh 
mengganlinya dan 
mengkorfirmasikan (disetujui) BPS 
Provinsi sesuai aturan yang 
ditentukan untuk selanjutnya 
disampaikan ke BPS Pusat. Hal ini 
sangat dimungkinkan le~adi di 
wllayah Provinsi NAD pada saat ini . 
seperti pengungsian. pembakaran. 
dU. 

2. Pel€l~~,anaan RC!Jistrasi Telap dilaksanakan. walaupun 
Penduduk di kecamatan pemasukan laporannya terlambat. 
ped;; If man senng 
lerle ·n:>at. karena 
petu J<IS kecama;an 
takul ke lapangan 
men.]hubungi I(epala 
Desi! dan Kepala Desa 
senc iri takut memberi 
data karena Cidanya 
intimidasi pihak tm1entu. 

Pen~lumpulan d<lta 
Regis-trasi Penductuk 
selalll;) 2 tahun t,~ rakhir 

tidal; berjalan 
sebqaimana yang 
dihal"O):)kan. Dari hilSil 
evaluasi dan Inporan 
dari BPS 
Kabtipaten/Kota. hal ini 
disebabkan oteh 
rendahnya honor/upah 
pene a,:ahan. 

Direncanakan pada tahun 
anggaran 2004 akan dimasukkan 
sebagai salah salu kegiatan pada 
Proyek P2S Daerah dengan rate 
upah antara Rp 500-1000 per 
desa. 

3. Sar"n;) komputer. yang Jatah komputer untuk BPS NAD 
ada :l unit kornputer segera dikirimkan. 
digit.!1 ( 2 aktif. 1 monitor 
rusa ~!-

Tim Perumus Rarek 

Ya, sepanjang mengikuti prosedur 
yang ada 
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;~,~,~;j:~:';;~':Pe'm~~'il~&ID;' ; : ~ s~l1I,np'~~ecah~n'oleh /. 
:. "'"\;};'\.: ' : .. ~:~:./.>: :'y< ... ' c, ", . ·~BPS PrOvo 

40()1 

~~12,:~$:Ufu~~JlCl~~~liC::~':'~i';~':'::'-,--.. ':\?:~'i:.: :' :' .... ,'.... .,,! ;', : ..•. 

1. Ket.: rlambatan Upah Waktu pelaksanaan lapangan Dipertlm'bangk~n'o ' ,:., '" .. ,.' 
Pen' bayaran Susena! i:ligeser, misalnya pertengah'al'l' -. - - .~ 
200:!, akan tahun, yang memungkinkan 
belJ:engaruh pada anggaran sudah cair 
survey lain yang 
mel :mtkan mitra 

2. Dikaji kembali. 

.; 

San' pel terpilih Susenas 
dan Sakemas selalu 
beru lang. sehingga 
resp,)nden jenuh. 

Rancangan sampellebih menyebar 
dan pengulangan sampel sekecil 
mungkin. 

Diteruskan ke Direktorat Metodologi, 
namun utk diketahui pada tahun 
2003 kerangka sampel Sak. 
Semesteran tidak menggunakan 
Susenas.ST. 

3. Beb':lrapa pertanyaan Untuk Susenas modul konsumsi Dikaji kembali 
padl~ Susenas terlalu dan lainnya agar diusahakan lebih 
ban~.ak dan kurang sederhana perlu dibuatkan lembar 
aplil. alif untuk pembantu untuk mencatat 
rum.3htangga elit dan pengeluaran harian. 
sibu·" sehingga sulit 
mernperoleh data 
kon!;umsi yang 
sebnnarnya. 
Keclmdrungan yang 
te~cldi adalah 
rumahtangga terpilih 
dial; lkan ke 
rumi3htangga yang lebih 
sedHrhana sehingga 
gam~)aran pengeluaran 
selt:l!u bias, distribusi 
pen!Jeluaran tidak 
akurst. 

4. Pem3sukan survey upah Adanya survei terintegrasi dengan Setuju untuk dipertimbangkan 
masih rendah, karena waktu yang sama, seperti dengan 

5. 

resJ: :mden agak industri triwulanan dan survei Hotel 
direpotkan dengan 
sist€:1TI triwulanan 

Pertanyaan-pertanyaan 
pad;~ daftar Podes tidak 
tersl~dia didesa atau 
inst:! nsi terkait. Jikapun 
ada tidak tersedia 
mer urut desa seperti 
dat" telepon . TV dan 
listri·:. 

Perlu ada survei khusus untuk 
data-data yang belum tersedia di 
desa 

6. Prowam pengolahan 
Sus :mas sering berobah 
meski petugas pengolah 
sudah dilatih. 

Program agar diupayakan mantap Untuk Susenas 2003 hanya berubah 
dulu baru petugas dilatih. 2 kali saja mungkin daerah masih 

banyak menggunakan yang lama. 

L-___ ,, ______________________________ --I 

Tim Perumus .~atek 2 
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P48 
7. 

8. 

.;umlah kelas POL -
dan PML sama 
scbanyak· ... -
kecamatan, sedang 
jumlah POL jauh 
lebih banyak dari 
PML. Unluk 
Kabupaten Deli 
Serdang dar. Kola 
Medan jumlah kelas 
POL melebihi 
jlJmlah kecamatan -
kmena berdasarkan 
kntetapan 1 kelas = 
30 POL 
Ma beberapa 
~.ecamatan yang 
harus digabung 
clalarn kelas POL 
padahal biaya untuk 
menginap tidak 
l-3rsedia. 

Penerangan 
lentang P4B belum 
rnemasyarakat. 
Spanduk yang 
larsedia sangat 
lerbatas. Jumlah 
Spanduk yang ada 
clari pusat hanya 
120 buah. 

Tim Perumus ,~atek 

Untuk beberapa Kabupaten 
jumlah kelas POL yang lebih 
keeil dari jumlah kecamatan 
akhirnya kelas POL digabung 
dengan kelas PML, namun 
secara administrasi tetap 
terpisah. Hal 1m akan 
menyulitkan administrasi 
keuangan karena jumlah 
peserta kelas PML sangat 
kecil. 
Dalam penentuan 
kelas, tidak 
berdasarkan 
kecamatan, tetapi 
proporsional dengan 
petugas dengan 
kepadatan blok sensus. 

jumlah 
hanya 
jumlah 

juga 
jumlah 
dasar 

BPS Propinsi melakukan 
sosialisasi kepala 
Dinas/instansil badan, tokoh 
agama, rektor, dikantor 
Gubernur. Dana untuk 
sosialisasi oleh BPS Propinsi 
mencapai sekitar 30 juta 
rupiah 
Melakukan dialog interaktif di 
Televisi dan Radio. 
BPS Kabupaten/Kota 
melakukan sosialisasi 
dimasing-masing 
kabupatenlkota. Dana yang 
dikeluarkan oleh BPS 
KabupateniKota rata -rata 
sekitar 4 juta 
Melakukan konfrensi pers 
kepada para wartawan media 
cetak dan elektronik. 
Membuat himbauan di media 
cetak untuk mendukung 
kegiatan P4B. 
BPS Propinsi men am bah buat 
spanduk 1 buah perkecamatan 
(324 buah) 
BPS KabupatenlKota 
menambah jumlah spanduk 
dibantu oleh Pemda. Namun 
jumlah yang ada masih 
kurang. 
Sosialisasi sebaiknya 
dilaksanakan sebulan sebelum 

4001 

'. 

3 
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9. 

10. 

.Jumlah Petugas-
ynng dialokasikan 
sotiap petugas 
mendata 3 blok 
sonsus dirasakan 
tidak memadai. 
Banyak petugas-
:{nng 
mengundurkan diri 
;:tldbat beratnya-
pl3kerjaan. 
,,,"da petugas yang 
meninggal digigit 
oll1jing dan -
I<ecelakaan, tetapi 
karena asuransi 
dipusatkan, sampai -
sekarang belum 
diselesaikan. 

:<esulitan untuk -
menjumpai 
responden di-
lingkungan WNI 
katurunan dan di -
daerah lingkungan 
':llit. Responden 
'(idak bersedia-
didata atau tidak 
menerima petugas 
,:Iangan baik. 
Daerah-daerah 
:~abupaten yang 
wilayahnya sangat 
luas dan jarak antar 
desa berjauhan dan 
sarana transportasi 
yang sangat sulit 
;)ada daerah--
daerah tertentu 
responden hanya 
,:lapat ditemui pada 
sore hari, 
sI3dangkan pada 
saat inl cuaca sore -
runi hujan. 
Penyebaran 
pemukiman 
~)enduduk yang 
tidak menentu, 
rnembuat 
lambannya petugas 
dalam menjangkau 

pelaksanaan dimulai dan 
dilaksanakan secara intensif. 
Masing-masing BPS 
KabupateniKota telah 
menambah petugas untuk 
mengantisipasi keterlambatan 
penyelesaian dengan melatih 
tanpa adanya biaya tambahan. 
Membentuk tim task force 
untuk membantu pengawasan 
di lapangan. 
Membentuk tim khusus untuk 
daerah-daerah yang belum 
didata dan yang petugasnya 
mengundurkan diri. 
Alokasi beban tugas yang 
wajar untuk pencacahan 1 
bulan adalah 2 blok sensus. 
Asuransi untuk petugas P48 
tidak dipusatkan tetapi 
dilaksanakan oleh Propinsi 
sehingga jika terjadi claim 
prosesnya lebih cepal. 
Membuat lembar pembantu 
untuk membantu petugas. 
Membuat tim Khusus untuk 
pendataan. 
Mengaktifkan kepala ling­
kungan dengan menyediakan 
honor 
Petugas diminta untuk 
mengarsir lingkaran 
diakte/surat kenai lahir. buku 
nikah sebagai tanda akte 
tersebut ada. meskipun nomor 
tidak dicantumkan. Namun 
demikian hal ini jika 
dipublikasikan dan 
dibandingkan dengan jumlah 
akte yang dikeluarkan tidak 
sesuai. 
Memberdayakan lurahlkepala 
desa untuk membuat 
pengumuman pada warganya 
yang belum terdaftar agar 
menghubungi kantor 
lurahlkepala desa. 
Agar data mengenai jumlah 
penduduk yang mempunyai 
akte/surat kenai lahir maupun 
akte/surat kawin tidak 
dimunculkan. 
Membentuk posko 
desalkelurahan 
menyediakan dana 
petugas posko. 

P4B di 
dan 

untuk 

400'1 

~ ________ saru rumah~ta~n~gag~a ____________________________________________________ ~ 

.. d 

Tim Perumus Ratek 4 
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11. 

1. 

2. 

~e rumahtangga 
ainnya. 
tern-item pada 
<PU_KL membuat 
',vaktu pendataan 
nenjadi lama, 
~eperti no.KTP, 
.!\kte kelahiran dan 
Juku nikah, 
~ehingga tidak terisi 
neskipun ada . 
.l\danya 
~emungkinan 
Jenduduk yang 
ewat cacah 
naupun tidak 
3empat tercacah 
-:arena waktu yang 
iudah lewat. 

<okurangan 
jokumen dan 

~> ;,,';,:'::::·i:;; .~~~~~~1lli!~~;:tl,}: ,:::': 
:C;',:'; ~' .",~ i; V· ;,:<::;;(4).::::.~;?';.',~,~:)y' 

_:.' " .' '''-:~'''~'''i 

Mencetak KPU-SD agar 

:lokumen tam bah an -
j~ltang terlambat. 

petugas dapat terus mendata. 
Meminta Stiker dan Propinsi 
Aceh. 

:3lanko dokumen- Sebaiknya dokumen dicetak 
didaerah. "gar 

'nemperhitungkan 
::adangan yang 
ebih besar dan 
:;E!ring jumlahnya 
·;lIrang. misal : 
<PU-KL dalam 1 
·;cltak 100 lembar 
:emyata banyak 
1'~lng kurang (± 80 
embar) 

Dat~1 clean I raw data 
SUSElnas 2002 5angat 
terta nbat dari BPS, 
biasilnya setiap bulan 
OktClbl3r tahun 
bers,ulgkutan, sekarang 
bulan Pebruari tahun 
beril! utnya. 
Juml.ah Penduduk 
SUlTli~tera Barat pada 
bebuilpa Kab/Kota 
merqalami penurunan 
van!; cukup besar. 

• t ; '. ". ~ . 
' .. 

Agar dipercepat, seperti tahun- Mudah-mudahan ketersediaan 
tahun sebelumnya. faktor pengalinya tidak terlambat 

Sebaiknya BPS memperhatikan 
saran I koreksi dan BPS Propinsi. 
Contoh dan hasil pengolahan 
Susenas 2002 yang lalu, sekitar 
bulan September 2002 BPS 
mengirimkan angka sementara 
Susenas 2002 dan daerah diminta 
memeriksa serla melihat kewajaran 
data terse but. Setelah daerah 
memberikan koreksi secara tertulis 

Pertu dibahas kembali bersama 
Direktur Stat. Kependudukan BPS 

__ ~~_i_; ______________________________________________ __ 
5 Tim Perumus Ratek 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sebaiknya dalam 
pen';lisian KLUI dan 
KBt Susenas 
beri!·,utnya jangan 
peno::acah lagi, seperti 
yan!;1 dllnstruksikan pada 
pela:ihan Susenan 2003 
yanr lalu, karena 
hasilnya sangatjelek. 
Karl: na Dokumen KOR 
dan Modul tahun 2002 
wan'snya sarna, 
sehingga sering terjadi 
salal'l kirim baik dari 
Kabl Kota ke Propinsi, 
mau ;)un dari propinsi ke 
pus;:,t 

Pencatatan Registrasi 
pen:luduk mengalami 
hambntan karena 
penlb;~han wilayah 
administrasi terkecil dari 
deS::1 menjadi nagari di 
daerah kabupaten 
Prol: insi Sumatera 
Ban: I. Disamping itu 
kelal1jutan pelaksanaan 
regi!;ter penduduk belum 
ada kE,jelasan dari BPS. 

Pen. bahan wilayah 
administrasi yang sering 
dilah ukan, misal 
penngabungan 
des;:u'kelurahan dan 
pembentukan nagari, 
aka~1 menyulitkan dalam 
mel;:.kukan pencacahan, 
pen!Jolahan, dan 
penl'sjian data. 

Sepl~rli yang dialami 
bebnr.:lpa daerah, dalam 
pele,~sanaan P4B 

dan juga disampaikan pada 
pertemuan Ratek Kabid Sosial 
beberapa bulan yang lalu (sebelum 
pelaksanaan· "Susenas 2003) .. '. ~'" " .. , 
temyata hasil koreksi ini tidak 
diperhatikan, sehingga data yang 
dinyatakan clean tetap yang 
semula. 
Sebaiknya dikembalikan ke Dipertimbangkan 
Pengawas dan pemeriksa, seperti 
tahun-tahun sebelumnya. 

BPS Propinsi masih menunggu 
keputusan BPS Pusat tentang 
pelaksanaan pencatatan registrasi 
penduduk untuk tahun seJanjutnya. 

BPS sebaiknya mengikuti 
perubahan-perubahan yang terjadi, 
karena di daerah dituntut untuk 
menyajikan data sesuai dengan 
kondisi terakhir (up to date) 

Telah diatasi dengan kemampuan 
dan sarana yang ada di masing­
masing daerah. namun ada 
beberapa hal yang sulit diatasi 

Akan diupayakan memberi tanda 
agar mudah membedakannya 

Pengadaan blangko tidak di Pusat 
lagi, disediakan oleh masing-masing 
daerah, format mengikuti daftar 
terdahulu. Daerah tetap mengirim 
file kompilasi pengolahan. 

dite'nui kondisi : 
- Beban seorang sehingga kemungkinan target 

~~n~g_w~ak~t~u_~u~nt~u~k_~m~e~nLye~l~e~sa~i~ka~n~----__ --________________ ~ L-____ petugas 

Tim Perumus Ratek 6 
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cukup be rat. 
- Banyaknya 

petanyaan dalam 
kuesioner. 
sehingga menyita 
waktu dan sulit 
memperoleh 
datanya. 

- Medanl I(ondisi 
lapangan yang sulit 
dan cuaca tidak 
mendukung 

- Dokumen P4B 
kurang. 

- Dana pencacahan 
Y.:lng relalif keen 

- Sosialisasi yang 
minim 

pencacahan tidak tercapai. 
diharapkan untuk kegiatan-
kegiatan selanjutnya masalah 
tersebut dapat diantisipasi 
sebelumnya. 

: •• ;~ • ~ ; j : j • 

4001 

1. Beb4~rapa Pemerinlah Perlu adanya advokasil Sudah ada 3 propinsi yang dapat 
Daerah KabupaleniKota arahanlpelatihan me-ngenai hal dijadikan contoh 
san!;lal memerlukan tersebut oleh BPS kepada BPS 
informasi mengenai PropinsiIKabupateniKota 
kem sid nan. Hanya saja 
informasi yang dapat 
dibe· 'ikan sifatnya makro 
dari data Susenas Kor. 
Pad;)hal untuk rneran-
can';1 program bantuan 
kep;;lda keluarga miskin 
dibll!uhkan informasi 
yan.;! sifatnya individual. 
Apakah BPS Propinsi 
dapat membantu mere-
ka mengeluarkan data 
tersubut dan bagoimana 
met:ldologi serla 
vari.:lbel-variabel yang 
digLmnkan. 

2. Oi :;.amping kemiskinan Perlu adanya pelatihan teknis SOM Oiusahakan 
banj'ak indikator yang berke-naan dengan hal 
pembnngunan yang tersebut. 
dibllluhkan oleh Pemda 
KablJpateniKota, seperti 
Indi·:alor Pembangunan 
Manusia, sayangnya 
info'masi seperti ini 
san';lal tematas. Ada 
keir linan unluk 
menghitung sendiri, 
namun SOM yang 
mewpunyai kemampuan 
tersebut juga 8angat 

~ ___ te_rb_ata:::s:.:... ________________________________ --..1 

" 
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3. 

4. 

5. 

SU$:mas merupakan 
salah satu data $osial 
yan!; paling lengkap. 
Data ini selalu ditunggtr­
tun~ ~u namun waldu 
pelal<sanaan di 
lapsilgannya kurang 
mer ~untungkan. 
Beborapa kabupatenl 
kota pada bulan Januari 
mer ;}slami musim 
huja 1, sehingga lokasi 
tidall bisa dicapai xarena 
ban) r dan jalannya lian 
Oala 1 tanah liat/merah). 
Sedang untuk daerah 
keptlauan pada bulan­
bula -I tersebul sedang 
men;~ulami angin Utara 
di lTlana gelombang laut 
cukl. p besar dan ini 
merljllllitkan petugas 
Suslmas di keplIlauan. 
Mintl pertimbangan 
aga' jadwal kegiatan ini 
dapm dirubah upalagi 
ang':lsran untuk kegiatan 
ini :~elalu terlambat 
dali:1 'n pembahasan. 
Bia)'a sangat dibuluhkan 
olet petugas terutama 
untllk transportasi yang 
relatif mahal. 

Dala rn anggaran tahun 
200:1, rate pencacahan 
di I-"pangan mengalami 
kemlikan, hanya saja 
karEma tingkat kesulitan 
medan yang tinggi perlu 
dipertimbangkan dalam 
penl'ediaan biaya 
trannportasi. Kadang-
kad :lng sampel terpilih 
terlE!Lak di pulau yang 
tida '. tersedia 
tranl;portasi regular dan 
jum' !ih sampelnya pun 
hanl's satu. Biaya 
daer ah sulit juga sang at 
terbalas. 
Pen!~etahuan Kasi 
Stati stik Sosial di BPS 
Kab'.lpatenlKota belum 
mampu mengimbangi 
kebll:uhan informasi di 

'--__ -'d...;.a...;.e!~h. Di samping itu 

in 

Tim Perumus Ratek 

Kalau tidak mengganggu waktu 
penyajian data, maka perlu diper­
timbangkan untuk meru-bah jadwal 
kegiatan, sedang untuk mengatasi 
anggaran perlu tersedia dana 
bergulir, hanya saja dana yang 
harus tersedia relatif besar. 

Dilaporkan ke BPS agar dig anti 
sampel tersebut. 

Kasi Statistik Sosial perlu dibina 
melalui pelatihan teknis 
kependudukan yang diberikan 
secara bergilir dan te~adwal. Di 
samping itu segera diisi jabatan 
kasi sosial yang masih kosong 

4001 

Akan dikaji kembali, mulai Susenas 
2005 

Kalau memang dengan anggaran 
daerah sulit masih tidak cukup, bisa 
diminta penggantian 

Dilaksanaan berangsur-angsur 
sesuai kelersediaan dana. 

Akan dikaji pembinaan teknis 
bidang/seksi sosial secara berkala. 

8 
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adarya pemekaran 
beb€rapa 
kabupaten/kota d; Riau 
men:,'ebabkan 
banyaknya jabatan kas; 
sos;;;11 yang kosong, 
sedml9 SOM yang ada 
sang at terbatas. 

dengan tamatan STIS yang telah 
memenuhj syarat. 

',1$~Jj'm~fr~;:::~'. ; ... " ;.; ,.' i:·:(.~:· __ : ::~> .. : ':: ~---;' 

~ ." . -'.. ,. . • r .'::; ~.~ 

1. 

2. 

P4B 
Seb:lgaimana diketahui 
bahwa Ookumen KPU­
SO dibuat 2 (dua) 
rang '.ap. Rangkap 
pert~IITla 
dibelikan/djtinggal pada 
resp.mden, dan rangkap 
kedu it diserahkan 
kepada Kepala 
OesulKelurahan. 
Kala.J menurut buku 
pede. man (P4B-POL) 
hal. 78. penyerahan 
bun«: el KPU-SO tersebut 
oleh PML. Mekanisme 
101 5angat 
men' bahayakan Itondisi 
BPS. kerena PML itu 
sebE gian besar adalah 
mitre, padahal produk 
dari~.ada KPU-SO 
san\; at vital dalam 
ranflkaian P4B. 

OJ bl~berapa daerah : 
Mus '0 Jambi, Kec. 
SakHnlan terjadi banjir. 
Kot~1 Jambi, Kec. 
Tela 1~tipura. Kel. Legok, 
BS I 3·19 (7 BS) sampai 
den!;lan tang gal 15 April 
200:;1 belum dlcacah 
sam.:1 sekali karena 
banj!. 
Moh:m untuk 
ters~:but 

tambahan 
pem:acahn 
surlll 

daerah 
dlberi 
waktu 

sampai 

Kumpeh Ulu (17) desa. 
Man: Sebo (2 desa) 

, mas h terendam banjir. 
Sakuman harus ada 
pemhlJ. 

Tim Perumus r~atek 

Supaya lebih seragam. dokumen 
KPU-SO sebaiknya dikumpulkan 
secara bertahap dari POL ke PML. 
kemudian PML menyerahkan 
kepada PKTKlKTK. dan KTK 
menyerahkannya kepada BPS 
KabupatenlKota. 

BPS KabupateniKota yang akan 
menyerahkan kepada KPU 
KablKota dan harus disertai 
dengan berita acara serah terima 
(dengan format terlampir). Dan 
disimpan rap; dalam amplop dan 
map tali. 

Untuk daerah tersebut 
kemungkinan agak terlambat 
selesai pencacahannya. Karena 
harus mencacah dengan 
mengunakan perahu. 

4001 
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3. Di I<ab. Batang Han. 
Kec Muara BuUan. Kel. 
Muar3 Bulian terjadi 
pem'3karan kelurahan. 
menJ adi 3 kelurahan : 
1. Muara Bulian 
2. Pasar Baru 
3. Rengas 
Condong 
KarE!fI3 terjadi 
pem'3karan tersebut, 
maka kelurahan tersebut 
pene uduknya belum 
men' punyai KTP baru 
seslJai dengan lokasi 
kelul Elhan (I<arena 
peru :)ahn nama 
kelUi ahan). 
Komekuensinya. di 
KPU-KL tidak 
men- punyai KTP. 
Karena walaupun KTP­
nya masih berlaku, 
teta~·i sudah tidak sesuai 
lagi dengan alamat 
(peril bahan nama 
adrr nistrasi desanya). 
Apa Inl tidak 
men·,pengaruhi hasil 
P4B dimana harnpir 3 
kelurahan tersebut tidak 
mempunyai KTP. atau 
ada :>Emgecualian. 

Karena terjadi pemekaran tersebut. 
maka kelurahan terse but 
penduduknya belum mempunyai 
KTP baru sesuai dengan lokasi"~"" ...... 
kelurahan (karena perubahan 
nama kelurahan). Konsekuensinya, 
di KPU-KL tidak mempunyai KTP. 
Karena walaupun KTP-nya masih 
berlaku. tetapi sudah tidak sesuai 
lagi dengan alamat (perubahan 
nama administrasi desanya). 

Apa ini tidak mempengaruhi 
hasil P4B, dimana hampir 3 
kelurahan terse but tidak 
mempunyai KTP, atau ada 
pengecualian. 

Untuk alamat mengikuti Buku 
Pedoman P4B-POL hal. 28, 
seperti: 
Jalan Statistik II Nomor 41A 
Ditulis: 

JL STATISTIK 2 NO.41A 

4. Dari bnberapa Sementara untuk buku nikah. akte 
resp.:mden (Daftar KPU- kelahiran tidak dirubah (sesuai 
KL). ditemukan bahwa aslinya). 
nonwr surat nikah. akte 
kelahiran menggunakan 
angl,a Romawi (I. II. III. 
IV. v. dst.). Contoh : 
Buk'J Nikah 
6741;~6N/1995 
73/~ 3N1/1989 
400105/1X1oo 
Akb: Kelahiran : 

2210/1/S-1920 
Apcl';~lh ini bisa dibaca 
scanner? 
Dal;;lnl pedoman P4B­
POI. hal. 28 
Jalan Statistik II Nomor 
41.6. 
Ditl: is : JL ST ATISTIK 2 
NO 41A 
Apc!~ah ini bisa dibaca 
scarlner? L-____ ~~ ~~ __ __ 

Tim Perumus .~atek 

40C~ 
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BPS Pr~y 
(1 ) 12) 13 

5. Nama ibuJbapak Telap harus diisi, bagaimanapun 
kanetlllg lidak mau diisi caranya 
(karE,na kultur). Apakah 
dibolehkan ? 

16. Sumatera §elatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dal ,1 yang 
dikUl~lpulkan 

harus 
dalsm 

ranG~~1 penerbilan 
publikasi di Seksi 
Kel8hanan Sosial perlu 
ada 50sialisai yang lebih 
jelas karena sampai 
denpm saat ini belum 
ada kuesioner baku 
yan!l memberi petunjuk 
gum pengumpulan data 
pad~ instansi terkait . 

Pen';llriman data final 
hasil pengolahan 
SUStmas 2002 diUi BPS 
Pus~,t sangal lerlambal, 
sehingga penerbilan 
publikilSi di daerah 
menj ::adi lerhamhat. 

Blok sensus terpilih 
Samll€1 sering berada di 
daer3h sulil. sehingga 
untu ~ mengllnjungi 
wilaj ah terse but. selain 
men-akan waktu juga 
haru, mengeluar1<.an 
biay" besaL Dan akhir· 
akhh ini banyak daerah 
yan!; rawan kkriminal, 
seril";j terjadi 
pen( d!lngan dan 
per~"pokan . Apabila 
daerall tersebul terpilih 
samlle:l, maka pelugas 
lakul O1elaksanake:nnya. 

Dokllillen-dokumen 
sUNI ~i ler1ambat 
dikirimkan ke daerah. 

Bag l(abupaten/Kota 
van!; baru seperti 

~;;;;;;;;;;;;p~aq:;~=)lam, Lubuk 

Tim Perumus Ratek 

Diharapkan BPS sudah membuat 
kuesioner baku sebagai acuan 
guna pelaksanaan kegiatan 
lersebul di daerah. 

Dengan olonomi daerah BPS 
Propinsi dan KabupatenJKola 
dituntut untuk dapal menyajikan 
data dengan cepat. Oleh karena itu 
diharapkan pengiriman data hasil 
pengolahan survei Susenas dan 
Sakernas lebih awa!. Walaupun 
demikran, BPS Propinsi lelap 
membuat publikasr dengan angka 
semenlara. 

Hendaknya wilayah blok sensus 
yang sulit dan rawan, yang datanya 
sudah disampaikan oleh BPS 
Sumsel tidak lagi terpilih dalam 
sUNei·suNei selanjutnya . 

Sebaiknya dapal diantisipasr 
dengan mengirimkan lebih awa!. 

Sebaiknya BPS dapal 
menindaklanjuli . 

(4 

II 



Pe/atihan Tekn,~~ .Pimpinan Pelaksana BPS Provinsi 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Lingnau dan Prabumulih 
framl3 sampet kegiatan 
survHi pada tahun yang 
akan datang harus 
sudah dipisahkan dari 
Kabllpatenl Kota 
indul:nya mengingat 
datal publikasinycl 
san"at dibutuhkan oleh 
pemda masing-masing. 

P4B 
Berk Jrangnya jumlah 
petU!)SS P4B dan target 
semlJla membuat beban 
kerj~1 petugas menjadi 
bera'; dan hasil 
penc:acahan relatif 
terlambat 

Pen!;liriman doltumen 
untu!;: pelatihan dan 
peJal;sanaan lapangan 
sangat terlambnt dari 
yang dijadwatkan. 

Jumliah dokumen untuk 
pelalihan dan 
pelal;sanaan masih 
ban~ak yang kurang. 
Perl,myaan dalam 
kuesioner KPU-KL yang 
men~I'angkut nomor 
KTP, buku nikah dan 
akte Itelahiran dirasakan 
sangat memperlambat 
wak-:oJ wawancara. serla 
mefl~potkan responden. 
Sosi;;lIisasi dan KPU 
kuran" sehingga banyak 
aparat kecamatan dan 
des'l belum mengetahui 
kegiatan P4B. 
Kurclrlgnya daya dukung 
kendaraan roda dua 
bagi daerah-daerah 
yan~l sulit dan jauh 
sepe rti daerah-daorah di 
Kab.lpaten Musi 
Banyuasin. Ogan 
Komering llir. dan Muara 
Enim. 

Tim Perumus Ratek 

• i "~' •• ' ..... 

Jumlah petugas yang dilatih, 
ditambah dan memfungsikan PML 
untuk membantu POL. Selain itu 
petugas lapangan yang sudah 
selesai dari daerah lainnya dapat 
ikut membantu. Oleh karena itu 
untuk kegiatan lain yang 
memerlukan banyak petugas. 
sebaiknya lebih diperhatikan. 

Sudah dilakukan pemberitahuan ke 
KPU Pusat via faks atau telpon. 
akan tetapi tidak ditanggapi dengan 
cepat. 

Sudah dilakukan pemberitahuan ke 
KPU Pusat via faks atau telpon. 
akan tetapi tidak ditanggapi dengan 
cepat. 
Sudah dihimbau melalui kegiatan 
sosialisasi atau penerangan 
lainnya di daerah-daerah agar 
masyarakat dapat ikut membantu 
dan menyiapkan dokumen yang 
dibutuhkan petugas. terrnasuk 
kewajiban petugas untuk 
menanyakannya. 
Seyogyanya roadshow ke daerah­
daerah perlu dilakukan oleh tim 
KPU Propinsil Kabupatenl Kota. 

Mohon dapat diperhatikan 
keperluan ini untuk kegiatan survei 
dan sensus. 

4001 
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17. Bengkulu 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pelclltsanaan 
Pent:acahan SSN yang 
dilal-:$anakan sebelum 
pem :)clhasan anggaran 
denr,lan DJA 
men )clkibatkan situasi 
yan!; kurang kondusif di 
lapallgan. 
OOkl1 men-dokumen 
surVo'ty yang dikirim dari 
BPS Pusat tidak ada 
sura: pengantamya 
sehingga terjadi 
kekurangan dalam 
jumlah yang cukup 
besH. (Susenas 2002) 
Parameter-parameter 
Oemografi, Proyeksi 
Penli uduk dan IPM 
KablKota yang harus 
dihitlJng oleh BPS Pusat 
sanr, at terlambat 
pad':lhal sangat 
dipel"llikan oleh Pemda 
KablKota dan seringkali 
dita.- yakan instansi 
terkr:lit baik Hngkat 
Prol: insi maupun 
KablKota. 

Ada kesulitan 
memperoleh data 
stati:;tlk PN Icarena 
format yang dibutuhkan 
BPS berbeda dengan 
format pencatatan 
adm nistrasi mereka. 
Sell:lin itu petugas PN 
kUrl:11tl peduli sehingga 
pela:/anan mereka tidak 
mak:;imal. Hal ini 
mun ~kin karena adanya 
ang!;lapan tidak ada 
ikatc! n antara instansi 
merHi(a dengan BPS 
ProFinsi. 

Sebaiknya pelaksanaan SSN Akan dipertimbangkan, kecuali 
. dilaksanakan menjelang saat-saat . Susenas 2004' .. - .,. 
pembahasan dengan OJA agar 
pelaksanaan lancar dan selesai 
tepat waktu. 

Pengiriman dokumen-dokumen 
survey dari BPS Pusat ke BPS 
Propinsi sebaiknya dilampiri surat 
keterangan di boks no 1 agar 
memudahkan pengecekan 
kelengkapan dan jumlahnya. 

1.Kalau memang harus dikerjakan 
oleh BPS Pusat sebaiknya lag 
waktunya diperhatikan. 

2.Kalau daerah diijinkan membuat, 
mohon diberikan asumsi-asumsi 
yang digunakan agar sinkron 
dengan hasil penghitungan dan 
pusat. 

Mohon memorandum kerjasama 
antara BPS Pusat dengan 
Memperkumdang & HAM bisa 
disampaikan sampai ke daerah 
sehingga petugas kami mempunyai 
dasar hukum untuk meminta data 
yang diperlukan. 

"' .. 

Selain ada surat peng-antamya, 
bahkan dikirim sebelum dokumen 
dikirim. Surat pengantar dari ekspi­
disi juga ada bersamaan dengan 
pengiriman doku-men. Mestinya 
daerah mengintormasikan segera ke 
pusat 

Diusahakan. 
Proyeksi penduduk memakan waktu 
lama karena penentuan asumsi 
sangat terkait dengan instansi lain. 

Penghitungan parameter demografi 
tk. kablkota hanya ada untuk 
keperluan IPM 

Data LP dan PN masih diperlukan 
oleh berbagai pihak, namun oleh 
karena data dimaksud sebagian 
besar sudah dapat diperoleh dari 
instansi terkait baik di level 
Kab/Kota, Provo maupun Pusat, 
maka dipandang tidak perlu lagi 
mengumpulkan data melalui 
instrumen LP-112 dan PN-112 
sebagaimana telah diputuskan 
beberapa waktu yl. 

.' ,-'. 

.'" ~.~ .': :; 

1 Jadlllsi Waktu antara Mengoptimalkan pendayagu naan Memang harus memanfatkan SOM 
satu kegiatan clengan staf bidang lain di propinsi dan stat di bidang lain 
kegli:!tan lainnya seksi di Kab/Kota, sehingga 
tuml:,ang tindih, seperti semua pekerjaan tetap berjalan 
P48 SDKI, Sakemas dengan lancar '------

Tim Perumus .~atek 13 
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dan sebagainya yang 
tidal: dapat dihindarkan 

Indikator 
ketel1agake~aan hasil 
SAI<.::RNAS Triwulanan 
tidal: tersedia di 
prop nsi, karena dioJah 
di BPS Pusat 
sedll ngkan permintaan 
data ketenagaker jaan 
semi~kin meningkat 

Meminta ke :subjek matter di BPS 
agar data SAKERNAS triwulanan 
hasil pengolahan dikirim ke 
propinsi 

4001 

. Sakemas Triwulanan··· hanya" di 
design untuk penyajian indikator 
tingkat nasional, namun jika 
dibutuhkan kita akan kirimkan ke 
daerah 

1. Survey struktur upah Dipertimbangkan untuk Tetap diusahakan agar pemasukan 
cukup rumit, banyak penyederhanaan simplikasi format dokumen survei upah mencapai 
perusahaan tidak dokumen dengan memanfaatkan target 
ben:'3clia rnengisi survey-survey lainnya 
data lYa. Beban satu 
penl :l£Ihaan melayani 
BPS (.'Ukup berat mulai 
dari Survei Industri, Peta 
Inde ;;tri, Survei Upah 
dan Struktur Upah 

2. Padil saat peJaksanaan Membuat peta Blok Sensus yang 
P4B masih ditemukan baru sesuai dengan keadaan 
pete Blok Sensus hasil dilapangan 
upd"ltlng ST 03 yang 
tidal< sesuai dengan 
keac: aan dilapangan 

3. Pernasukan dokumen 
hasH survei di Seksi 
Statistik Produksi sedikit 
terhHmbat I<arena 
SemlJ8 petugas sibuk 
men ~lIrus P4B, selama 
bulan April dan Mei 
200~; 

4. Petllgas mendapat Diharapkan Kelurahan lebih 
kesu litan melakukan berperan aktif dengan membuat 
pendataan di pemberitahuan kepada warga 
rumHhtangga elit dan melalui RW dan RT tentang 
Apartemen. Hal ini pelaksanaan P4B. 
disebabkan karena ada 
pent:luduk yang enggan 
berpmrtislpasi, penduduk 
han~l a ada dirumah 
ketil:;:1 malam hari, ada 
juga kecurigaan 
peO(luduk terhadap 
petu;jClS sehingga harus 
dida npingi oJeh 

L-_____ k""e;..;a-'-r:!!Jnan setempat. 
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5. Petll!~aS mengundurkan 
diri I(arena tidak mau 
bert'.lgas di daerah elit. 

,_ .... ;':"'Berdasarkan' . 
penr,13laman rnereka 
waklu SP 2000, 
men ::acah didaerah elit 
lebih sulit daripada di 
perr: .Jkiman biasa 

6. Pets BS masih banyak 
yan~ tidak sesuai 
den~lan keadaan 
dilaJ: angan. Hal ini 
termaf;uk salah satu 
factc·r yang 
memperlambat petugas 
dala 11 pelaksanaan 
peno::acahan. 

7. Ban!,sk petugas yang 
kuran9 memahami 
kon:; ep dan tatacara 
pen~lisian P4B 

8. Pem.lsukan dokumen 
hasil survei di Seksi 
Stati:stik Oistribusi sedikit 
terhambat karena 
serr .I~l petugas sibuk 
merl~urus P4B, selama 
bula" April dan Mei 
200:1 

9. Prof; ram yang dikirim 
dari IPOS Prop/BIPI 
bell 11 berjalan sebab 
Oatl: WK dan KTK 
bell; 11 tersedia serta 
petugas yang 
menanganinya tidak 
ada, Staf sudah terserap 
seb;lIgai petugas P48 

Minta bantuan kepada Korwil di 
8PS Propinsi OKI agar dikirim 
petugas Task Force, ditambah 
dengan' mengerahkan·· petugas'·~"., ' .... '.'. '"'" 
yang mau membantu mencacah di 
daerah elit dipimpin oleh PKTK, 
dimana mereka mencacah dengan 
menggunakan kuesioner pembantu 

Petugas mengambil inisiatif dengan 
mendata menurut RT dan RW 
tanpa berpedoman pada peta BS 

Oi adakan penjelasan ulang pada 
saat pertemuan yang dilakukan 
secara rutin setiap minggu 

Kontrol Pemasukanlpengembalian 
Ookumen P48 dibuat secara 
manual pada masing-masing 
Koorcam/KTK. 

10. Ada kawasanflokasi di Pendataan tetap dilaksanakan 
Kel. Kedoya Utara yang dengan identitas Blok Sensus (85) 
tidak diakui Aparat untuk sementara diberi kode 00 
setE!!npat dan belum demikian juga RT/RW 
temlasuk ke dalam 
sala 1 satu 810k Sensus 
(8S) muatan sekitar 
900KK 

11. Kekurangan kuesioner BPS Propinsi diharapkan 
KPU ·SO sebanyak bantuannya untuk memintakan 
1.380 buku, sudah kekurangan tersebut ke KPU Pusat 
dius Jlkan sejak 10 April 

L--___ 20_0;:..:'-~ namun jawaban 

•• 
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KPU hanya dikinn 1.380 
set. akibatnya kegiatan 
POL di lapangan 
terh~lmbat 

12. Samoai tanggal 21 April Oilatih lagi petugas baru sebanyak 
200:: telah 56 POL 45 orang sisanya ditangani PMl 
menqundurkan din 

1. 

2. 

3. 

Kekl.lrungan dokurnen 
pene: staan P4B (seperti 
daftl: I' KPU-KL. KPU­
SO. dem Stiker) 
Penyebab: 
a. Satu dus keeil 

jaftar KPU-KL yang 
:;eharusnya berisi 
100 lembar. sekitar 
~O hanya berisi 70-
30 daftar KPU-KL. 

b. Stiker: satu 
:mngkus stiker yang 
seharusnya berisi 
WO lembar (satu 
embar@ 12 buah). 
:ernyata sekitar 
500/0 hanya berisi 
180-1901embar. 
Stiker dipotong 
:iclak pada sisi 
Jatas. tetap! justru 
jipotong pads 
:mgian tengah stiker 
:;ehingga tidak 
japat digunakan. 

Pemluduk di komplek 
perLI 'nahan daerah elit 
perk.ltaan kurang 
koor.eratif. sulit ditemui 
dan :lila dapat ditemui 
POL rnemertukan waktu 
yant; lebih lama !(arena 
resp lnden menanyakan 
ban~a!< hal. 

Kas'.ls penduduk yang 
tidak mau didata P4B. Oi 
Kabu paten Garut sekitar 
200 'mt atau sekitar 
1001) jiwa dan di Kec. 
Lem :Ihsugih Kab. 
Majl: lengka sekitar 101 
rmt ,,,tuu sekitar 423 jiwa 

BPS Kabupaten/Kota 
memberltahukan kekurangan 
dokumen ke Sekretariat KPU Pusat 
dengan tembusan ke BPS Pusat 
dan BPS Propinsi. 

POL tetap melakukan pendataan. 
Infonnasi yang dibutuhkan dalam 
KPU-KL dicatat dalam 
buku/lembaran kertas. 

Tetap mendata dengan KPU-KL 
meskipun responden tidak 
langsung menerima KPU-SO. KPU­
SO disusulkan kemudian bila KPU­
SO sudah tersedia. 

Sosialisasl ditingkatkan dan 
dioptimalkan dengan 
menggunakan semua media 
massa yang ada. 

Penduduk anggota Darullslam 
Fillah cukup diestat saja nama 
kepala rumahtangga dan 
banyaknya anggota rumahtangga. 

40Ct, 

L...-__ ---'a...;.;n...,g!!;i~ta Darullsl~::.:.m=--__________________________ ---l 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Fillah tidak mau didaftar 
wal~lupun pihak pemda 
dan nstansi terkait ikut 
terjL. 1 ke lapangan 
mer~ika tetap menolak 
untu·; didata. 

Sosl]lisasi P48 sangat 
minim. Gaung P4B tidak 
ber~lerna sehingga 
seb;, gian masyarakat 
masih tidak tahu/tidak 
pah;:lrTl kegiatan P48. 

Pertllnyaan pada 
kue!: ioner KPU-Kl 
terla,u rumit dibanding 
den!ilan daftar 
pertilnyaan yang 
digu "JElkan pada saat 
pendataan Sensus 
Penduduk 2000. 
Responden dibuat repot 
untll ~ menyiapkan akte 
kelalliran, surat niltah 
dU. 

Penuurangan jumlah 
petllgns P4B berakibat 
pad.:! meningkatnya 
beb:1n kerja petugas 
P48 Rata-rata POL 
bertlJgas di liga blok 
sen:: us, memerlukan 
wakl u yang lebih lama. 

Oi I<ecamatan Teluk 
Jamjo (Oesa Wanajaya. 
Mar!;akaya. 
Mamamulya. Wadas, 
Sukaluyu, Puseurjaya 
dan Simabaya) terdapat 
kawasan 
keh.ltananlhutan negara 
yan~1 dihuni dan 
dikl; :!sasi serta digarap 
oleh masyarakat secara 
liar. Dari hasil 
penliataan. baru terdata . 
seb:lnyak 528 jiwa yang 
benar .. benar berdomisili 
di kr:lwasan tersebut. 
tapi pihak kabupaten 
sulil untuk menentukan 
bat~ls desa yang jelas. 

'--___ P...:.a __ r~~!<epala Oesa pun 

iu 

Tim Perumus Ratek 

Meskipun sosialisasi ini merupakan 
tugas dari KPU, namun kami di 
daerah tetap melakukan kegiatan 
sosialisasi baik melalui media cetak 
maupun media elektronik dengan 
harapan kegiatan ini dapat selesa; 
tepat pada waktunya. 

Sebelum pelaksanaan lapangan 
P4B di beberapa kabupetenlkota 
dilaksanakan anjuran oleh 
pemerintah setempat kepada 
warganya untuk menyiapkan surat­
sural yang akan dicatat pada 
kuesioner P4B. 

Oipersilakan menambah petugas 
dengan biaya dari Pemda 
setempat. BPS Kota Sukabumi dan 
Kota Oepok bekerjasama dengan 
KPU setempat menambah jumlah 
petugas dengan biaya dari 
KPUlPemda. 

Hasil P48 di wilayah tersebut. 
untuk identitas alamat pada KPU­
KL hanya ditulis sampai dengan 
tingkat kecamatan. 

17 
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8. 

9. 

men!]akui keberadaan 
mercHta, karena mereka 
selaliJ menuntut hElk 
kepI! milikan atas lahan 
tsb. 

Pernl)ontukan dan 
pen,: laan kecamatan 
(Perde Nomor 35 Tahun 
200;; , tang gal 1 Januari 
200:;); Oi Kabupaten 
Cirebon jumlah 
kecclmatan bertambah 
dari :29 kecamatan 
menjadi 31 kecamatan. 
jumlah desalkelurahan 
tetal:' (412 desa dan 12 
kelul ahan) namun 
jumlah desalkelurahan 
di m;~sing-masing 
kecclmatan mengalami 
pen.' :>shan. 

Oi p!!rbatasan Kota 
Cirehon dan Kabupaten 
Cirehon terdapat 1 
(salt.l) blok sensus yang 
dihul1i oleh penduduk 
den~lan status sebagai 
war£:!l Kota Cirebon 
tetal:·i berdomisili eli 
wilayah Kabupaten 
Cirehon (Kel. Sukapura). 
Mas','arakat tidak rnau 
didai!1 oleh POL dllri 
Kab. Cirebon, karena 
mesldl)Un mereku 
ting!; III di wilayah I<ab. 
Cirebon, namun segala 
urus ,lr1 administrasi 
kept: Ildudukan selama 
bert:lhun-tahun 
dila.:l.lltan ke Kota 
Cirebon. 

Tim Perumus ,t?atek 

Dilakukan pencatatan untuk 
keperluan pengolahan, wilayah­
wilayah mana saja yang 
mengalami perubahan/pemekaran 
wilayah administrasi. 

Merekrut dan melatih petugas yang 
berasal dari wilayah terse but. 
Meneliti batas wilayah dari sketsa 
peta wilayah. baik yang dimiliki 
oleh BPS Kab. Cirebon maupun 
BPS Kota Cirebon, dan hasilnya 
sarna.yaknikeduanya 
rnenunjukkan batas wilayah 
terse but secsra geografis 
merupakan wilayah administrasi 
Kab. Cirebon. Mencari informasi 
kejelasan dimana batas jelas yang 
sesungguhnya yang menjadi 
pernisah antara wilayah Kab. 
Cirebon dengan Kota Cirebon di 
wilayah terse but. Mencari titik temu 
antara kepentingan rnetodologis 
P4B dengan aspirasi masyarakat 
yang berttembang. Karena itu. 
dengan mempertimbangkan 
kelancaran pelaksanaan P4B dan 
sekaligus jangan sampai te~adi 
penduduk tidak didata (Iewat data) 
maka titik temu yang dimaksud 
adalah bahwa pendataan tetap 
dilaksanakan oleh LOO Kab. 
Cirebon namun hasilnya (pada 
tingkat pengolahan) akan dialihkan 
ke wilayah Kota Cirebon, yakni 
dengan cara mengganti identitas 
wilayah kerja dari Kab. Cirebon 
menjadi Kota Cirebon. 

400( 
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10. 

11. 

Ada :)eberapa 
resplmden survei 
upat Istruktur upah yang 
sulit oahkan cenderung 
tid a.: meeberikan 
lapol annya, sedangkan 
peru ;ahaan yang 
sejeflis dengan 
resp.)nden terse but tidak 
ada, sehingga tidak ada 
pen{; gantinya. Misalnya 
pen.: :;shaan industri 
pers.:tnjataan PT. 
Pine :JeI. perusahaan 
pup •. I. Kujang dsb. 

Banyak 
survoi/sensus 
dilak!;anakan 

kegiatan 
yang 
BPS 

bers,:lmaan 
waktllllya.Ada kegiatan 
pelalihan suatu 
survoiJsensus yang 
waktLlnya bersamaan 
den~ an pelaksanaan 
lapangan kegiatan 
lainnya. Hal ini dapat 
men'.'ebabkan 
terla 'nbatnya 
pem :lsukan dokumen 
dari Iletugas ke BPS 
Kabupaten/Kota dan 
seterusnya. 

Kami tetap meminta ke ke BPS 
kabupaten/kota untuk tetap 
berusaha melaksanakan tugas ini 
dan diusahakan untuk lebih 
meningkatkan pencapaian target 
dan ketepatan waktu. 

Koordinasi antar Subject Matter di 
BPS perlu ditingkatkan supaya 
dapat mengurangi adanya dua 
kegiatan yang berbeda 
dilaksanakan pada waktu yang 
bersarnaan. 

400' 

Sudah diupayakan 
mengintegrasikan 
kegiatan, tetapi tidak 
dapat dilakukan. 

dengan 
beberapa 

seluruhnya 

12. Rule validasi program Uji coba program perlu ditingkatkan Akan dipelajarl penyempumaannya. 
entrl' Susenas I(urang dengan variasi isian yang beragam, 

13. 

lengl~ap, sitem sehingga permasalahan entry 
keanclnannya sangat dapat diminimalkan 
terbllka , sehingga 
operator dapat meng-up 
datE. nJle validasi. 

Pembayaran 
lapa1gan 
terla~nbat 
terla :nbatnya 
perro :)uhasan 
P2S 

biaya LK DIP P2S pada awal tahun Keterlambatan bukan dari BPS, 
Susenas anggaran be~a'an dapat diterima tetapi dan Departemen Keuangan. 

akibat oleh BPS Propinsi sehingga segera 
dapat dibahas oleh Ditjen 

[I I PIP 0 Anggaran. 

.;:3~.~~~~~'T:~'~ga.h: ;'. ~ "'" . .. '.; .. :' 'I'· 

1. Pen(:acahan Susenas Daerah menambah sampel sendiri Penambahan sampel oleh daerah 
Moclul agar diarahkan sesuai dengan kebutuhan sangat didukung 
sep.:.rti SBH agar 
kesinsmbungan data 
pen:lapatan dan 

L-___ ~ p~e;.;.n.ileluaran 
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2. 

3. 

4. 

5. 

rum;;lhtangga lebih 
konsisten. Untuk itu agar 
sam pel rumahtangga 
modlJI untuk kota SBH 
agar diperbanyak. 
Berclasarkan analisi 
hasil kor Slisenas 
san!; Elt bias 
dibandingkan dengan 
hasil SBH. 

Blani((j daftar LP1 Lp2 
PN1 dan PN2 yang 
dikirim lewat EMail 
me"·~akibatkan 
pem Jorosan karena 
daerah harus mencetak 
sencin 

Ada perbedaan antara 
pedcllTlan Sakernas 
Triwulanan Tahul" 2002 
den~lan daftar sempel 
TriwlJlan I Tahun 2003 
yan!; mestinya 
mer~lpakan kelanjutan 
dari Sakemas Triwulan I 
dan IV Tahun 2002. 
sehillgga blok sensus 
yan~ tinggal melakukan 
pencacahan tanpa 
listing dan telah 
dilaklJl<an pencacahan 
men. adi tidak beguna 

Reali·sasi pemasukan 
doklmen Sakernas 
Triw.tlan I Tahun 2003 
jaul" dari target sampai 
den~lan tanggal 30 April 
200:; baru 94.01 % 
disellabkan EMail 
beb!!ropa daerah 
men~alami kerusakan 
sehingga DSBS 
terlambat diterima di 
dae·ah. petugas 
mernpunyai beban 
kegiatan yang berat 
den';lan adanya P4B 

Realisasi Survei 
L...-____ ._~pah rata-rata 

Tim Perumus ,qatek 

Laporan LP dan PN sudah tidak 
dilaporkan lagi ke BPS 

Ada perubahan sampling dari 
Tahun 2002 dengan Tahun 2003 
sehingga Triwulan I 2003 yang 
tadinya semua blok pencacahan 
ulang diganti separuh blok sampel 
baru 

Bagi daerah yang mengalami 
kerusakan EMail aga:- mengkopi 
ke Kab. terdekat yang E Mailnya 
tidak rusak. Disamping itu 
menginstruksikan ke daerah yang 
sudah menerima EMail agar 
memberikan informasi ke 
Kabupaten lainnya minimal se 
Karesidenan 
Memberikan teguran ke daerah 
agar dapat membagi waktu dengan 
baik sehingga kegiatan rutin tidak 
diabaikan 

Mengingat ke daerah agar realisasi 
kegiatan rutin bisa dipenuhi. Untuk 

4001 

Data LP dan PN masih diperlukan 
oleh berbagai pihak. namun oleh 
karena data dimaksud sebagian 
besar sudah dapat diperoleh dari 
instansi terkait baik di level 
KablKota. Provo maupun Pusat. 
maka dipandang tidak perlu lagi 
mengumpulkan data melalui 
instrumen LP-1/2 dan PN-112 
sebagaimana telah diputuskan 
beberapa waktu yl. 

Untuk Sakernas Triwulan I 2003 
separuh dan sampelnya memang 
sampel baru 

Pengawasan lapangan harus leblh 
intensif km Data Sak.Triwulanan 
harus sdh disajikan pada triwulan 
berikutnya shg keterlambatan 
dokumen akan mempengaruhi 
keakuratan dalam estimasi 
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:.-" 

6. 

7. 

8. 

Survei Upah rata­
rEita hanya 
rnencapai 80% 
$(Jtiap TriwulEin. " 
I:>encapaian angka 
tersebut sudah 
melewati batas 
;:tl(hir setiap periode 
pengiriman. 
Sampel 
perusahaan Kota 
Semarang 
meruapakan target 
terbesar namun 
aemasukannya 
5angat rendah 
sehingga 
rnenyebabkan 
realisasi jauh dari 
target. 

Tar~let pencacahan 
Saml)el rumahtangga 
Sus':Jnas panel bisa 
terpf.Jnuhi 100%, 
sed;: rlgkan penC'.acahan 
mod JI Susenas MSBP 
99,!: 7% ( sam pel 
tang ~ctl 1 Mei :2003 ), 
disebabkan banyaknya 
kegiatanipekerjaan yang 
lain (P4B, Sakemas, 
dsb.:· 

Masi h terdapat 
beb€:rapa ISlan yang 
tidak konslsten pad a 
Dokumen Susenas 
sehingga masih perlu 
konf rmasi dari daerah 
yanf:1 bersangkutan. 

Honl)r petugas lapangan 
SusHnas 2003 sangat 
terlcllnbat diterimakan ( 
pekf:Jrjakan telah 
dilahsanakan pada 
buls1 Januari sampai 
Desl~mber 2002, namun 
sarr :)ai awal Mei 2003 
hon:l~ belum keluar). 

9. Prof: ram pengolahan 
Susonas 2003 tidak slap 
dioperasikan (sering 
maE. h ada perubahan 

L--__ ~.:..;rog~.ram), hal ini 

.. 
Tim Perumus Ratek 

perusahaan yang tiga kali tidak 
bisa memberikan 
informasi/menolak walaupun sudah 
diadakan . pendekatan agar 
dicarikan pengganti sesuai dengan 
ketentuan. 

4001 

". '. 

.J<" I'''~.' 

Berarti sudah bagus (relatif lengkap) 

BPS KablKota diminta agar lebih 
cermat melakukan pemeriksaan 

Mudah-mudahan calrnya anggaran 
di bulan-bulan mendatang bisa lebih 
cepat 
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1, 

2. 

mer, febabkan 
kete 'Iambatan 
pen!;lolahan. 

Pelclksanaan 
pen.:;acahan Sakernas di 
seb;:lgian besar kab/kota 
di Jawa Timur 
meJ;:llTlpaui jadu31 yang 
ditetapkan BPS. Hal ini 
disel:labkan ada-nya 
kesihukan Mantis! Staf 
di BPS kab/Kota dalam 
menangani P4B 

Regilitrasi Penduguk 
Pen!Jadaan blanko RPTI 
RP,l1 sejak tahun 2000 
beh . .:" dikirim oleh BPS 
Pusat. Sehingga 
pen;lum-pulan data 
menjadi tersen-dat. 

3. Dati: hasil proyeksi 
pen:luduk 2001 - 2010 
menurut kelompolc umur 
hing~a saat ini belum 
dikir m dari BPS Pusat. 
Dati:, terse but sangat 
dipE!r1ukan untuk penyu­
sun<ln beberapa 
keg atan yang berkaitan 
dennan perencanaan, 
mis penyu·sunan 
perMcsnaan ketena­
gak':I~aan daerah. 

: . ~ 
" . 

Oiupayakan untuk diselingi antara 
kegiatan P4B dengan kegiatan 
rutin 

Beberapa BPS Kab/Kota 
memperbanyak (poto copy) sendiri 
dengan menggunakan blanko lama 
yang diganti tahunnya 

4. San'pai saat ini tabulasi Menunggu program tabulasi dari 
Pod.:ts ST03, untuk BPS Pusat. agar terjadi 
bah,~n publikasi belum keseragaman tabulasi. 
ada 

:;-:;:.' 
" 
" 

. ' " 

5a. SUSHnas 2003 Oiberikan penjelasan tentang Akan disampaikan ke Biro Bina 
dilal. sanakan dalam prosedur anggaran sekarang yang Program 
dua tahun an9garan prosesnya bisa memakan waktu 
listir 9 Oesember 02, lebih dari dua bulan. 
pencacahan mulai 
Januari 03 sementara Untuk tahun anggaran berikutnya 
angUsran baru bisa cair diharapkan LK dari BPS Pusat bisa 
pada akhir April 03 diterima lebih awal, agar proses 
(Iebih dari 4 bulan). pembahasan anggaran di daerah 
Petl gas mengeluh atas bisa dipercepat. 
keterfumbatan 
pembayaran, apalagi 

L-__ --=-=se=b!~~ian besar petug;ca=sC-_________________________ ...J 
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SUSt; nas juga menjadi 
petu!Jas P4B. (bisa 
men!Jhambat P4B) 

5b. a. r=aktor pengali Sementara menggunakan angka 

5c. 

5d. 

5e. 

1. 

Imtuk Susenas yang sudah ada. 
:W02. beberapa 
daerah perlu Diharapkan adanya perbaikan 
diperbaiki terutama faktor pengali 
.mtuk Kota Kediri 
I<arena dari 
pertumbuhan 
negatif menjadi 
iJositif dhlltas 5 
persen 

Sarn:>ai saat ini tabulasi 
final Susenas 2002 baik 
Kor maupun Modul 

Sementara menggunakan tabel Akan diberikan pada waktu Ratek; 
yang sudah ada. data dan Disemina-si Stat.. table 

dasar dari Dirat Stat. Kesra 
Konwmsi belum Untuk keperluan publikasi mohon 

segera dikirimkan tabulasi final 
modul konsumsi dan kor {tabel 
lengkap seperti tahun sebelumnya 

diterima. Adapun tabel 
Kor ~{ang dikirim terakhir 
tem~1 ata sama dengan 
tabel sebelumnya (tidak 
lengl~ap: sabagian besar 
tabel pendidikan dan 
ketellagake~aan belum 
dipeeah menurun jenis 
kelarnin. tabel 
pen!; eluaran tidak ada 
Pen~!gasan dalam 
pelal!han seringkali tidak 

Terpaksa mengikuti alurlvalidasi Dikaji kembali 
sesuai dengan program yang ada. 

dire!!.oon dalam 
pembuatan program Untuk pelaksanaan berikulnya 
penr,olahan mohon adanya konfirmasi antara 

intama/master intama dengan 
pembuat program pengolahan 

ProtJram pengolah~n 
SusE,nas masih saJa 
ban!l.lll< kesalahan dan 
perb:likannya seringkali 
terla 'nbat dikirim ke BPS 
Propinsi. sehingga 
ban~1 al< Kabupaten/ kota 
yanr: sudah selesasi 
ent~, dengan program 
lam~! 

Terpaksa dilakukan update Dikaji kembali 

! .' :- . 
" "'.' 

terhadap data yang sudah dientry 
(memaksimal mungkin) 

Untuk pelaksanaan berikutnya 
mohon dilakukan ujicoba program 
secara lebih mendalam. dan 
disertai pelatihan pengolaha 

Dalam era otonomi. BPS Pusat dimohon mengirim 
tuntt Ian daerah dalam hasilnya (dalam bentuk hard copy 
pen~1 ediaan informasi atau soft copy) untuk keperluan 
stati:itik diperlukan daerah. 
infornasi yang lebih 

Biasanya kedua-nya diberikan. 
Mestinya Kabid Stat.Sosial me­
mintanya kalau memang belum 
diserahkan 

L...-__ ......;.;ri;;..;n~ci.!. lenakap dan cepat 
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2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

untul( kegiatan statistik, 
SepE!rtl Sakernas dan 
Susl;·nas 2002. 
Datel hasil SP2000. baik 
untulc record SP2000-L2 
dan SP2000-L 1 sampai 
denl; iln saat ini belum 
dipunyai. 
Ketetrbatasan SOM 
dalam menangani 
anali~;is dan 
pen!; hitungan beberapa 
indi.:ator pokok sosial 
dan kependudukan 
(sep·uti IPM. IKM, IPJ 
dll) serta pembuatan 
prof' -am pengolahan. 
Survei upah yang 
dila.:sanakan selama Inl 
Saml)elnya san gal kecil. 
sehingga tidak dapat 
men'lgambarkan per 
upal' an secara sektoral. 
utan- anya untuk 
men'~Eltahui upah 
minimum propinsi dan 
upah minimum 
kabl.l>atenlkota 

Mohon untuk diinformasikan dalam 
bentuk soft copy. 

Kaderisasi analisis dalam bidang 
sosial dan kependudukan dengan 
dladakan secara kontinu dan 
program pengolahan tidak sebatas 
program entry data. 

Diupayakan. 
Akan dikaji pembinaan teknis 
bidang/seksi sosial secara berka'a. 

Sampel survei upah ditambah oleh Saat ini BPS Pusat sedang mengkaji 
BPS Pusat. ulang alokasi sample 

." 
~" ~, 

BPS daerah secara Menunggu kiriman BPS walaupun Seharusnya dae-rah punya perhati­
an dengan data yang telah diberi­
kan sehingga tidak perlu 
memintanya kembali di bela-kang 
han. Raw data dan table-tabel 
SUSENAS misalnya segera 
dikirimkan setelah tersedia 

umL " sulit harus memintanya berulang kali 
mer jelpatkan data clean 
dari BPS baik data 
dala'n bentuk tabel yang 
sud;: h jadi maupun raw 
datel ·ya. Sementara 
faktN pengali masih 
ditet.3pkan oleh BPS 

Bebl~rapa Jenls data Menunggu kinman BPS walaupun 
yan!; dikeluarkan BPS harus memintanya berulang kali 
belu 'nftertambat diterima 
BPE; daerah seperti 
penduduk miskin dll. 
Ketii:o:. suatu instansi 
men ;~konfirmasinya 
Ime":1butuhkan data 
ters·'lbut BPS daerah 
tidalt siap 

Sudah ada meka-nisme penyampai­
annya ke daerah; daerah agar 
membuat secara jelas aturan pen­
distribusiannya di daerah 

Tabl!l-tabel pokok 
SUS ~NAS 2001 final 
Pro,: insi Bali, belum 
diterima di BPS Propinsi 

Menunggu tabel final dari BPS, BPS Seharusnya dae-rah sudah bias 
Propinsi menyajikan data hasit membuatnya sen-diri. BPS Pusat 
pengolahan sendiri tidak melakukan tabulasi ulang dari 

yang telah dipublikasikan 
L..-__ --.,;;B~a;.;.;.li .~!lmpai sekaran 

;0 
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4. Tab.:!1 Susenas sering Minta klarifikasi BPS. Oicoba Informasi tidak jelaS/tidak lengkap. 
ada Kekeliruan (sebagai perbaiki di daerah tetapi akan ada Tabel apa yang dimaksud, Kor, 

. contl)h Susenas 2002 pengaruhnya ke total nasional. Modul atau di Publikasi? 
final;. Jumlah penduduk 
10 t:Jhun ke atas lebih 
besl: r dari penduduk 
usia kerja (label 1 
bert.::da dengan table 3 
dan 4). 

5. Raw data Susenas 2002 Apa data terse but boleh diminta Semua daerah telah diberikan data 
konlillmsi dan table BPS Propinsi? Kalau tidak boleh Susenas. Kalau permintaan draf ini 
finalnya belum diterima apa alasannya dan kenapa instansi belum ditangani semata-mata 
sampsi sekarang. daerah lain dapat datanya, mohon karena kesibukan di BPS. 
Anehnya, ada instansi BPS Propinsi juga diklrim. 
lain mempunyai data 
Van!; sudah lengkap, 
men .lrut mereka 
diperoleh di BPS. 

6. Datll hasil entry Dikirim ulang, dikuatirkan operator Barangkali karena faktor jaringan 
Sus,:!nas 2003 telah BPS tidak professional. atau gangguan lainnya 
dikirim secara 
kesElluruhan ke BPS 
PUS,I:, tetapi hanya 
sebl; gian yang diterima 
di B;)S 

7. Bia) 3 pencacahan Mengusulkan kenaikan upah Peningkatan upahselalu diupayakan 
SusHnas dengan menu rut banyaknya jumlah tetapi hasilnya tergantung 
mua:an mencapai 300 pertanyaan dalam kuesioner. Biaya ketersediaan dana dar! pemerintah. 
pertEillyaan ataIJ lebih listing yang ideal sebesar Rp 
terla IJ murah 90.000,- yaitu Rp 30.000.- x 3 hari 
diba 'Idingkan sUIVei lain sama dengan upah pembantu 
sepl:!ti dari neraca, tukang bangunan. 
distribusi dan lainnya. 
Bia)' ,1 listing masih relatif 
rendah. 

. "~.', ~ ~ ': : 
~ .... ". , 

•• ,!, . .,"\: 

HANSOS 
1. Adanya penlbahan Buku Pedoman Penyusunan NKLD 

format lisi laporan agar dibuaVdirivisi kembali 
Status Ungkungan 
HidlJp Oaerah 
(set.elumnya bemama 
NKl.D), menyebabkan 
bukl.l Pedoman 
Pen~lusunannya sudah 
tidal! sesuai lagL 

2. Oat" tinal hasil PODES Mohon segera dikirimkan 
ST'(:3. termasuk 
pen!!ntuan status 
DesalKota sampcli saat 
ini belum dite.ima di 
BPS Propinsi. 

u 
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3. 

4. 

5. 

6. 

STATISTIK KESRA 
Sela 11a Inl Sampel 
SUS ENAS tidak 
men!}slami peru bah an 
dari tahun ke tahun, 
akibcllnya responden 
menqslami kejenuhan 
karens terlalu sering 
juga kena survei yang 
lain. 

Apat.ila telah terjadi 
pen~ gantian sampel 
kare la daerah rawanl 
serir.·;J konflik, mengapa 
untul'; survei yang sama 
di tahun mendatang 
atau untuk survei lain 
selalu blok yang diganti 
tersE but terpilih kembali. 

Biay.:! pencacahan 
Sus~!nas selalu 
men'Jalami 
keteliambatan. 

Row data Modul 
KOn!;umsi Susenas 
200~ sampai saat ini 
belum dikirim ke daerah 

ST.a.TlSTIK DEMOGRAFI 

Perlu dipikirkan kembali oleh BPS 
Pusat agar te~adi perputaran 
sampet. 

Perfu koordinasi antar bag Ian dl 
BPS Pusat, sehingga blok yang 
diganti tersebut tidak terkena 
kembali. 

Mohon untuk tahun mendatang 
bisa lebih dipercepat karena 
pencacahan Susenas juga 
menggunakan mitra. 

Mohon segera dikirim karena 
banyak konsumen data yang 
memerlukan. 

7. Kegiatan registrasi Sementara data yang tersedia 

1. 

pem!uduk yang (terakhir) sampai tingkat desa 
pelalr.sanaannya selama adalah data SP 2000. 
ini sudah dihentikan, Mohon penegasan petaksanaan 
aka.. tetapi konsumen registrasi penduduk apakah tetap 
data masih dilaksanakan. 
membutuhkan data 
jumlah penduduk 
sampai dengan lingkat 
des;:. 

Sampel Susenas. cukup 
ban~1 al< yang sulit 
dijal1gkau petugas 
(daerah sufit) sehingga 
mel'l~hambat 
penyelesaian peke~aan 
(pelr:lksanaan lapangan), 
Selama ini ada 
pen~;lantian sam pel 
nam In hanya untuk 

Diusulkan agar Sam pel di daerah 
sulit dapat diganti dengan merujuk 
pada informasi BPS daerah. 

Pemilihan sampet dilakukan 
independen antar tahun, mungkin 
beberapa' .' -diantaranya ,-. terpiJih 
kembafi. 

Diteruskan ke Dirat. Metodotogi. 

Mudah-mudahan cairnya DIP tidak 
tertunda lagi seperti tahun-tahun 
sebelumnya 

~ ______ d_a_erah ~~e~ng~ia~n~ __________________________________________________ ~ 
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2. 

3. 

4. 

penllasalahan yang 
diangnap .. luar biasa K 

sepmti adanya perang 
tanCli ng atau putus 
tran!'portasi. 

Sail; h satu Sampe 
Sur .. ev Upah Sektor 
Kon ;truksi berubah 
prOf; ul(si menjadi Sektor 
Per.:lagangan, Setiuai 
dennan penjelasan pada 
Ped':lman Pencacahan, 
Sampel tersebut tidak 
perlu diganti, sehingga 
selElI'na ini perusl~han 
tersnbut tetap dicacah 
dennan koesioner 
Sekl or Perdaganagan. 
Alolla:;i dokumen 
penc::acahan dari BPS 
merujuk pada kornposisi 
Sampel yang lama, 
Mohon petunjuk dari 
BP~: Jakarta apakah 
San'lpel tersebut harus 
digimli dengan 
perl. sahan konstruksi 
lainrlya alau tidal( perlu. 

Rat:H'ata setiap tshun 
jatah Innas yang boleh 
mel1ilajar Susena:; 
Mo(: Lli sebanyak 2 orang 
sementara NTT dengan 
wils,'ah kepulauan sullt 
mel' aumpul petugas 
Mo(: ul hanya pada 2 TC 
(ket" dalah musim dan 
trar. :;portasi). Dernikian 
halnyu dengan 
pell·indahan Innas anlar 
TC. 

Bia~1 II untuk pelatihan 
Pen:lolahan Susenas 
KOn di Kabupaten/Kota 
tidalt tersedia. 

STJ1.TISTIK KESRA 

Sudah dilaporkan ke BPS Jakarta 
untuk sementara tetap dicacah 
sebagai Sampel di Sektor 
Perdagangan. 

Diminta tambahan jatah Innas yang 
berhak mengajar Susenas Modul 
dengan jumlah sesuai kebutuhan 
untuk 4 TC walaupun mungkin 
jumlah petugas modul sedikit. 

Sesuai dengan kondisi gegografis 
NTT. BPS diharapkan 
mengalokasikan biaya untuk 
pelatihan Pengolahan Susenas 
KOR di BPS Kabupaten/Kota 

"I ,'; 
- .. -

1. Pel;;II(sanaan Susenas Memberitahukan ke BPS Kab/Kota Biro Bina Pogram 
2003 yang dimulai pada kemungkinan akan ada 
buill n Desember keterlambatan dalam pembayaran 

L...-___ 2_0_0}{Januari 2003, dari upah. Hal ini juga diminta 

Tim Perumu~: Ratek 
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sisi penyediaan upah pengertiannya ke peru gas Mitra. 
pen.::acahan terasa 
san,; at sulit karen a awal 
tahl,",anggaran. • ,." "'" ...•.• '. 

2. Alok:~si sampel yang Ganti alokasi sampel. Oirut Metodologi 
terpi ih pada desa yang 
sulit Iransportasl dari ibu 
kota kecamatan, 
sehingga memerlukan 
biaya yang tinggi. 

3. Sebaran alokasi sampel Ganti sampet. 
per l:ecamatan yang 
relat ,. tinggi variasinya, 
mer febabkan 
kebl.luhan petugas 
van!; banyak sedangkan 
penyp.diaan petugas 
terb:ltas. 

4. KeClIlllatan Kuala Oikoordinasikan dengan kab ybs 
Mar jor B di alokasi untuk relokasi sampet. 

5. 

6. 

7. 

sampel masuk ke 
KablJpaten Landak, 
sehl:.Illsnya kecamatan 
ters.:tbut masuk ke 
Kab.Pontianak. 

SO'" I dan SKRRI 
Seb;~ran sampel yang 
jauh dari ibu kota 
keal matan, transportasi 
ken!: araan umum tidak 
ada Modal angkutan 
yan~ ada hanya 
ang~u:an air. 
Kon:iekuensinya adalah 
mernbutuhkan biaya 
tran!;portasi yang tinggi. 

Oisarankan untuk masa 
yad. agar penyediaan 
biaya penunjuk jalan 
lebil' dari 1 orang. 
Asurnsinya petugas 
pemlnjuk jalan adalah 
KSI( dan Kepala 
Oesu/dusun atau 
RTIHW. 
KEPENOUOUKAN 
a. "Iasil inventarisasi 

aporan BPS 
<abupaten/Kota 
:sumber informasi 
'.1 antis) , secara 
'ata-rata 
Jenyelesaian 
Jendataan P4B sid 

'--____ ::111. 30 April 2003 di 

Tim Perumus Ratek 

Ke petugas pendata (mitra) 
diberitahukan bahwa penyediaan 
biaya trasnportasi sangat terbatas. 
Ada kemungkinan sebagian upah 
pencacah akan digunakan untuk 
tambahan biaya transportasi. Pada 
pelaksanaannya temyata hal ini 
terbukti bahwa penyediaan biaya 
operasional lapangan tidak mampu 
untuk mengatasi biaya trasnportasi 
keseluruhan. 
Pada pelaksanaan jika ditemui 
kasus demikian, diberikan biaya 
penunjuk jalan lebih. 

Monitoring terus perkembangannya 
secara berkala (mingguan), 
tekankan ke petugas P4B (POL, 
PML, PKTK, dan KTK) untuk dapat 
memanfaatkan waktu seefisien 
mungkin dan batas akhir 
pendataan P4B adalah tetap 
berakhir tgl. 30 April 2003. 
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<alimantan Barat 
:liprediksi sekitar 
:'5% di tingkat POL, 
:Ian baru sekitar 
~O% di tingkat PML 
<andala-kendala 
apangan 
:Iiantaranya adalah 
;Iebagai berilmt: 

Awal perslapan, 
:;ecara umum 
umlah petugas P48 
'elatif lebih sedikit 
:libanding SP2000, 
;;isi lain cclkupan 
• '~Iriabelnya lebih 
:)~tnyak P4B. 
Sl~hingga rata-rata 
5etiap POL dibebani 
:~ 3 BS pesimis 
:Iapat 
'nenyelesaikan 
:>endataan tepat 
,'Jaktu. 

Jumlah petugas 
sedikit, jadual 1 
oUlan, sebaran 
:)onduduk sangat 
,iarang, dan kondisi 
,Joografis atau jarak 
'ata-rata antar BS 
'naupun antar desa 
.Jrnumnya 
:)orjauhan, serta 
Ketersediaan sarana 
:ian prasarana 
lransportasi secara 
urnum belulT' baik, 
rnerupakan 
penghambat utama 
pondataan P4B 
lepat jadual. 

Tim Perumus Ratek 

Mantan "petugas SP2000 yang 
terbukti berkualitas dan 
bertanggung jawab menyelesaikan 
tugas tepat jadual utamakan untuk 
direkrut dalam P4B. 
BPS Propinsi mengusulkan 
penambahan jumlah petugas ke 
BPS pusat yang disesuaikan 
dengan kebutuhan minimum 
masing-masing daerah dengan 
menggunakan dasar hitung (1 desa 
= 1, 2, 3 BS dibutuhkan minimum 1 
POL; 1 desa = 4, 5, 6, 7 BS 
dibutuhkan minimum 2 POL; dst) . 

BPS Kabupaten/Kota diharap 
proaktif mengajukan proposal 
penambahan dana ke Pemerintah 
Oaerah masing-masing yang 
utamanya untuk menambah jumlah 
petugas (POL), dsb bertujuan untuk 
memperlancar kegiatan 
penyelesaian P4B tepat waktu. 
BPS Kabupatenlkota diharap 
melakukan penambahan jumlah 
petugas (POL), dengan 
memanfaatkan dana bantuan 
Pemda. 
Petugas P4B diupayakan direkrut 
dari penduduk desa setempat agar 
operasionalnya lancar. 

lakukan wawancara dengan ART 
dewasa yang masih berada di 
rumah. Jika tidak ada ART dewasa 
yang dapat memberikan 
keterangan, harus dilakukan 
kunjungan ulang. Buat janji atau 
menitip pesan dengan ART atau 
tetangga terdekat, sebelum tanggal 
30 April 2003 kapan responden 
dapat meluangkan waktu untuk 
dapat diwawancarai POl. 

Selain dengan KPUO. lakukan 
koordinasi dengan Pemda dalam 
rangka sosialisasi (bantuan 
instruksi berjenjang) s.d tingkat 
desalkelurahan, dusunlkampung 

400J 
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Cuaca, musim 
penghujan bulan 
,:I.pril adalah musim 
I anam. Petug8s sulit 
menemui responden 
petani pada pagi 
l'll:lrl. Dalam 
IlE!rcocok tanam, 
IJrnumnya petani 
rnenginap di ladang 
dl:ln setelah 
:;eminggu atau 2 
Illinggu kemudian 
IJaru pulang, itupun 
I,anya beberapa 
Ilari lantas kembali 
pergi hingga selesai 
iJerlanam. 
I::fektivitas waktu 
pendataan 
lJerkurang I(arena 
,:;ulit menemui 
!'I:!sponden maupun 
~langguan cuaca. 

Secara umum 
masyarakat 
!Jerdesaan beliJm 
Janyak tahu adanya 
<egiatan P4B, yang 
disebabkan oleh 
'1inimnya 
;;osialisasi, 
':13rbatasnya media 
rrformasi juga 
llenghambat proses 
Jandataan. 

Beberapa 
:etugas 
'nengundur1<a'l diri 
:Ietelah pelatlhan, 
:j~m diantaranya ada 
I'ang mengundurkan 
:1iri setelah mendata 
:;ebagian muatan 
3S (1 BS belum 
,elesai). 

Hampir semua 
3PS Kab.lKota 
-.ekurangan 
::okumen 
:,elaksanaan 
·;hususnya KPU-SD 
:::an KPU-KL. 

maupun RTIRW agar warga 
masyarakat mengetahui dan 
mengenali kegiatan, manfaat. 
tujuan, dan pentingnya P4B. 

Back up oleh PML atau digantikan 
oleh POL lain yang telah 
menyelesaikan beban tugasnya, 
atau digantikan dengan petugas 
baru yang telah dilatih kilat. 

Segera mengirim surat permintaan 
maupun tambahan dokumen ke 
KPU Pusat yang ditembuskan ke 
BPS Propinsi, KPUD, dan BPS 
Pusat sebagai laporan. Untuk 
kelancaran pendataan, plnJam 
sementara kepada BPS kabupaten 
terdekat yang memungkinkan. 

Masih dibenar1<an daripada tidak 
terisi sama sekali (kosong). 

.. . ....... -', 

~ ________ :Iahkan Ka~u~p~a~te~n~ __________________________________________________ ~ 

I" 
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8. 

9. 

::;anggau tidak sama 
:,ekali menerima 
Idnman KPU-WB. 

~ .. ' 

Ditemui banyak 
delerah perdesaan 
oji Kalimantan Barat 
'rang 
m8syarakatnya 
Ilerpandangan 
, tabu· menyebut 
'lama orang tlla laki-
:alti maupun 
perempuan yang 
>t.Jdah meninggal. 
:>()L dalam 
melengkapi ISlan 
daftar KPU-KL 
llerupaya 
menanyakan pada 
. etangga terdekat 
lang mengetahui 
lama lengkap atau 
)anggilan orang tua 
'esponden 
·:limaksud. 

Realisasi pemasukan 
dokl.men Survei Upah 
triwlJ lanan IT'aupun 
tahll'uln tidak tepat 
jadu:l1. bahkan 
terk::ldang tidak masuk 
sam:! sekali. Hal ini 
utamanya disebabkan 
oleh keengganan 
penisahaan sampel 
merqisi atau terlambat 
men~isi daftar. Selain 
itu. jJga karena adanya 
sur" !!i··survei BPS 
lainr va pada 
perusahaan sampel 
yan!;1 sarna. 
Pem~lsukan 
Sakemas 
dan 

Do!<umen 
Triwulanan 

BPS 
KablJpaten/Kota sering 
tericlmbat dari jadual 
yan';1 clitetapkan. 

Staf BPS Kabupaten/kota 
disarankan untuk 
membantu/mendamplngi Mantri 
Statistik ke perusahaan sam pel 
guna menjelaskan berbagai aspek 
teknis maupun non teknis. dan 
sasaran akhir dan masing-masing 
survei BPS. serla optimalkan dana 
pengawasan lapangan secara 
terintegrasi. 

Melakukan teguranltagihan rutin 
tertulis maupun lisan ke BPS 
KabupatenIKota dan diintruksikan 
untuk segera ditindaklanjuti kepada 
Mantri Statitik. Tagihan tertulis 
dilakukan secara periodik 
(mingguanl 2 mingguan) sejak 
memasuki bulan pengiriman ke 
BPS Pusat. dan selalu ditembusan 
ke BPS Pusat sebagai laporan. 

~ ___ -_K~I:l~!-rlambatan _ paling Tenggang waktu pengiriman daftar 

Tim Perumus Ratek 
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10. 

11. 

12. 

n' anonjol te~adi pada 
Sakernas Triwulan I. 
d mana pengiriman 
d.3ftar sampel dari 
E;PS pusat tergolong 
n' I~pet dengan jadual 
p.mcacahan. 

- -i idak semua Mantis 
c: apat setiap bulan 
I: atang ke BPS 
I;abupaten karena 
I;ondisi geografis 
yang tergolong sulit 
c:lIn minimnya sarana 
transportasi. Sisi lain 
tidi~k semua 
':'llcamatan terpilih 
sal(ernas triwulanan 
~i :fa mantisnya 

Bet·erapa sampel 
Sah I!rnas triwulanan 
maupun tahunan 
berlol<asi jauh dari 
ibul:ota kecamatan 
(da1nah sulit). sisi lain 
dalam pendataan tidak 
temedia dana 
opflrasional yang 
memiidai. 

Rei ;llisasi pemasukan 
dO.:lJlnen Sukernas 
Tal' unan juga sering 
terlambat dan tidak tepat 
jadual. 

Oat:! yang secara 
khWHJS mengungkap 
malialah 
ketw,agake~aan satu-
satunya adalah 
bemumber dari 
Sak !!rnas, dan diduga 
akan semakin banyak 
dipHrlukan oleh daerah. 
tenltama dalam upaya 
eV~lluasj 

ket;!nagake~aan dan 
mulu SOM per 
kabLipatenlkota. 

sampel dan BPS pusat diharapkan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 
sebelum bulan pencacahan 
(listing). termasuk pengiriman 
kuesioner. Hal ini utamanya untuk 
antisipasi penggantian sampet 
daerah sulit. 

oaftar sampel dan kuesioner agar 
dititipkan kepada Mantis 
kecamatan terdekat atau pegawai 
instansilinstitusi lain yang ke 
kabupaten. 
Kegiatan tetap harus jalan. baik 
dilakukan atau dirangkap oleh 
mantis kecamatan terdekat, staf 
BPS Kabupaten. dan atau mitra 
statistik yang sudah pernah 
mengikuti pelatihan dan 
pencacahan Sakemas atau 
Susenas. 

BPS Kabupaten./Kota disarankan 
untuk mengusulkan penggantian 
sampel yang sekaligus memberi 
masukan beberapa altematif 
sampel pengganti guna 
mendukung kelancaran 
pelaksanaan dan pemasukan 
dokumen. 

BPS Propinsi membuat surat 
tagihan/teguran ke BPS 
Kabupaten/Kota secara berkala 
(mingguanJ 2 mingguan) yang 
selalu ditembuskan ke BPS Pusat 
sebagai laporan. 

BPS kabupaten/kota diharapkan 
dapat menggalang ke~asama 
dengan Pemerintah oaerah untuk 
menambah jumlah sampel 
sakernas (SAKERoA) yang 
pelaksanaannya diintegrasikan 
dengan pelaksanaan sakemas 
tahunan. 

L.... __ --..,;B;;;,.e;;,,;l'<enaan dengan -",it~u.:... __________________________ ---' 
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13. 

14. 

15. 

dihnrapkan jumlah 
sarnpelnya diperbesar 
setlingga dapat 
mentabulasikan sId 
tin!lkclt kabupaten/kota. 

Oa ,un rangka 
perdncanaan 
pernbangunan daerah 
ke depan, Pemerintah 
Da·;!nlh perlu dukungan 
ketersediaan data 
penduduk tahun berjalan 
dan beberapa tahun ke 
depan pasca sensus 
pen dud uk. Namun data 
pro~,eksi yang dihasilkan 
BP!, daerah jauh lebih 
rendsh dibanding angka 
BPS Pusat lTIisalnya 
dalOim tabulasi Susenas 
maupun Sakemas. 

HAI .. SOS 

Hingga saat ini ada perbedaan 
angka final hasil SP2000 (non 
respon) antara BPS Pusat dan 
BPS daerah. BPS daerah dalam 
menghitung (proyeksi) jumlah 
penduduk beberapa tahun ke 
depan, selain berpedoman pada 
LPP periode 1990-2000, juga 
memperhatikan fenomena sosial 
yang biasa berlaku di masing­
masing daerah kabupaten maupun 
kota misalnya Kabupaten Sambas, 
serla tidak memasukkan angka non 
respon BPS Pusat yang sekitar 
283.403 yang seeara khusus 
terdapat di Kabupaten Landak. 
Angka non respon tersebut 
diragukan kebenarannya dan 
diduga terjadi duplikasi dalam 
proses pengolahan (Publikasi Hasil 
Sensus Penduduk Tahun 2000 
Seri: L2.2.19 BPS Jakarta). 

MUiltem pertanyaan- Oianjurkan agar 
berkoordinasi dengan instansi 
terkait yang berada di 
desalkecamatan, misalnya 
mantri tani, PPL peternakan dll. 

rel~ltif banyak dan cukup 
detc:il. dilain sisi aparat 
desa baik dari jumlah 
(IM';wtitas) rnaupun 
kemampuannya -
(IM':ilitas) tematas serla 
seb,~gian besar 
peru::atatan administrasi -
desm kurang baik dan 
len-;Ikap. Contoh 
perlanyaan berkaitan 
dengan jumlah 
penduduk yang 
mellganggur, luas lahan, 
prodliksi dan potensi 
kOr.fOditi. mutasi lahan 
dU. 

Bagi desa yang terjangkau 
disarankan melakukan 
kunjungan ulang 

Memanfaatkan dana 
pengawasanlapangan 
semaksimal mungkin 

Bel: erapa kendalu di - Menggunakan 
lap,lngan yang mitra yang berasal dari aparat 
berpengaruh terhadap kecamatan. Pengiriman 
ket'lIrlambatan dokumen hasil pencaeahan 
pemasukan dokumen dilakukan pada waktu 
tenltama : pengambilan gaji bulanan atau 

- Pada beberapa melalui aparat kecamatan/desa 

4001 

. :.':. 

desa adanya yang melakukan perjalanan ke '--________ ==-==--__ ==:.=:.:,!..=..._...z..:=.::.:2..:.:.:.:==::.:.:.J:=t==:...:.:::..-____________ ---.J 
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kesulitan 
transportasi yg -
disebabkan 
jarak antar desa·· 
cukup berjauhan. 
medan (jalan) 
yang kurang 
layak selta biaya 
transpor yang 
cukup mahal. 
Dilain sisi, 
adanya 
keterbatasan 
petugas (rata­
rata 1 petugas=6 
desa). 

- Pada beberapa 
desa jugEI jarak 
ke kecamatan 
yang cukup jauh, 
menyulitkan 
untuk koordinasi 
dan pengiriman 
dokumen hasil 
pencacahan. 

- Biaya 
operasional 
lapangan pada 
desa tersebut, 
dibandingkan 
dengan upah 
pencacahan 
maka sangat 
kurang 
sebanding. 

16. Faktor lain yang 
men:~hambat pengisian 
dokl.lmen terutama: 
- }\ danya pemekaran 

clesa berakibat pada 
cldrninistrasi desa 
yang juga harus 
dipecah, bagi desa 
1<lma maupun desa 
baru pencatatan 
cldrninistrasi desa 
CJkup menyulitkan. 
}I palagi desa yang 
ti :;ak memiliki 
clrJrninistrasi yang 
baik. 
Penggantian kepala 

desa yang tidal< 
disertai dengan 
I.;.ngkapnya 
administrasi desa '------

Tim Perumus Ratek 

kecamatan. 
Memaksimalkan 

penggunaan anggaran untuk 
daerah terpencil, walaupun dan 
sisi besaran dananya terbalas. 

4001, 
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17. 

18. 

19. 

pl!lriode sebelumnya 
c: ... kup menyulitkan 
petugas dalam 
rnendapatkan data 
)':;ng cepat dan 
~ll(Urat. 

Kekosongan mantis 
pacli~ beberapa 
kec;:lmatan juga 
berpengaruh terhadap 
ketl:!rlambatan 
peruasukan dokurnen. 

Dal.am melaksanakan 
tU{] as seksi hansos 
berpedoman pada 
·pl: doman kegiatan 
shltistik hansos' yang 
diperoleh dari 
Direktorat Statistik 
Ke :ahanan Sosial. 
Be 'dasarkan pedoman 
ter:,ebut, betapa luas 
cal:upan hansos baik 
pelOlehan data ataupun 
analisisnya. Dilain sisi 
tu{).as rutin lapangan 
hallsos (selain PODES) 
yang bersumber dari 
pendanaan BPS tidak 
ada. Dengan kata lain 
hallsos yang baru lahir 
ditl.ntut untuk mandiri. 
Ha rapan kedepannya 
agj~r adanya kesamaan 
format kuesioner dan 
ju,Ji:t analisis publikasi 
khllsusnya data 
ski.lOder antar daerah. 
kalau bisa agar pusat 
mElrancang minimal 
salu kegiatan rutin 
lapangan. 

Sejak tahun 2002, BPS 
Pu!;at tidak lagi 
mer supply dokumen 
krin' ioalitas ke daerah. 
Hasil Evaluasi tahun 
200 :~, terdapat beberapa 
kab·.lpaten/kota yang 
tetE, ;:. melakukan 
per ::acahan dengan 
bia~I;'1 swadaya. Jika 
keg.atan tersebut 

'--___ d_i_hl~~tikan, sangat 

Tim Perumus Ratek 

Dianjrukan ke Kabupaten/kota agar 
menggunakan mitra yang berasal 
dari desalkecamatan setempat. 

Langkah yang diambil di Daerah : 
a. Berupaya menginventarisasi 

data dengan prioritas data 
primer baik dari PODES 
maupun Susenas. 

b. Mengumpulkan data 
sekunder semaksimal munkin 
yang diintegerasikan dengan 
kegiatan lain. 

c. Membuat satu format 
publikasi (analisis) yang 
diharapkan bermanfaat bagi 
daerah agar tahun depan 
dapat diusulkan bantuan dana 
dari APBD. 

Propinsi menyerahkan ke 
kabuapatenlkota masing­
masing. 

35 



Pe/atihan TekJ::~ Pimpinan Pe/aksana BPS Provinsi 4001 

1. 

2. 

3. 

disl!'l'angkan karena 
koc 'dinasi untuk 
mendapatkan data 
den ;1un instansi terkail 
tela 'I terjalin lama. 
Artiliya jika dihentikan 
aka 'I menyulitkan 
koc 'dinasi selajutnya 
jika data tersebut 
dipr: rlukan. 

PengawasanIPemeriksa 
an I:>elum Efektif 
Di dalam pelaksanaan 
sur.ni. masih banyak 
ditel'llui dokumen (daftar 
iSia,,) yang masih tidak 
len!; kap atau tidak 
kon:.isten antar variabel 
(iter1-item pertanyaan), 
mali~h masih ditemui 
yan'l masih )(osong 
san' a sekali 

Ban:/nk buku/publikasi 
yan!:1 dihasilkan BPS 
khu:,;usnya di Bidang 
Statistik So sial belum 
pas sasaran, Hal ini 
dis(!:Iabkan antara lain: 
1. )ari SISI analisis 

T enaga di Bid Stat. 
Sosial di dalam 
nenampilkan 
I:.ublikasi masih 
Ie urang lajam. 
::: ebagai contoh 
I:.enampilan angka 
il1clikator tetapi yang 
I:ii tampilkan adalah 
I;.rofil atau data dasar 

2. )Iiri sisi pengolahan 
'.1asih banyak 
,;endala di daiam 
:lElmbuatanl 
:lEmgolahan data 
dengan program-
program aplikasi 
::;eperti Fox Pro, 
\/isual Datel Base 
dsb, 

- I. ...... :"." •• 

" , 
.. 

Perlunya koordinasi antara Kabid Ya, akan lebih baik 
Stat Sosial, Ka BPS dilaksanakan secara terpadu 
KabupatenlKota, Kasi Stat Sosial 

bila 

BPS KabupatenlKota dengan 
pengawas lapangan. 

- BPS Pusat menerbitkan buku 
paduan baku tentang pedoman 
penghltungan atau bagaimana 
menentukan indikator-indikator 

BPS Pusat mengadakan 
pelatihan komputer tentang 
program-program aplikasi seperti 
Fox Pro, Visual Data Base dsb. 

- Sudah ada beberapa buku , 
diantaranya yang digunakan dalam 
pelatihan pemanfaatan Data 
Susenas, kerjasama dengan 
UNFPA th 1999 

- Puslatikom BPS sudah melaksana­
kannya, mestinya staf yg mengikuti 
pelatihan diwajib-kan memberikan 
pengetahuannya kepada yang lain. 

BanY~lknya permintaan Bukankah buku panduan 
miskin dat::, tentang Pencluduk penghitungan penduduk 

'--___ M=isl:ln I _A_n.:og,-ka"--_~~ _____ r....;... ........ ...;.;..-><..;.-",,,...;.;....--,s...;..u_da_h_la_m_a_a_d_a_d_i_d_ae_r_a_h? ___ ----' 
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4. 

5. 

1. 

2. 

Kemi ;.kinan 

BanY,lk kegiatan 
lapan':lan dari Bidang 
Statie. :ik Sosial yang 
men~llami 
keteri.3mbatan. hal ini 
disebabkan oleh 
Koorclinator Statistik 
KecarnCltan (KSK) 
wilaY;:lh yang terkena 
samp.:!1 cenderung 
menl ·,da-nunda untuk 
mela!: senakan 
pene.: cahan sesuai 
deng.:ln jadwal yang 
ditenl Jkan 

bagaimana menentukan 
indikator-indikator 

BPS . . Propinsi melakukan Ya, seharusnya·demikian: Tentunya· .' 
pembinaan dengan melakukan BPS Propinsi harus memberikan 
pendekatan dan menyadarkan contoh yang baik. 
kepada KSK bersangkutan untuk 
lebih loyal dengan kegiatan-
kegiatan statistik. 

Dalam pelaksanaan Melakukan pendekatanl negosiasi 
tentang UU Otonomi dengan Pemda Setempat untuk 

Penambahan sampel untuk 
mendapatkan data kecamatan 

Daen, h. dimana meneari dana penambahan 
kons!. mer BPS sampel. sehingga data yang 
sekanng adalah level dihasilhan bisa mewakili sampai 
KabupatenlKota atau tingkat kecamatan 
Kecalnatan. Hal ini BPS 
ditunlJt untuk 
mem~,eriuas cakupan 
sam,::!1 rumah taogga. 
sehin!]ga data yang 
dlhasilkan BPS dapat 
dimar·faatkan tidak 
hany:" sampai level 
KabupatenlKota tetapi 
pada :911el Kecamatan 

Blank) pencatatan 
Regisl:rasi Penduduk 

Kegiatan registrasi penduduk 
masih tetap dilaksanakan 
meskipun format blankonya diprint 
dengan format sendiri (ex cell) 

tergantung usaha BPS Daerah ke 
Pemda 

,', ." 

Pengadaan blangko tidak di Pusat 
lagi. disediakan oleh masing-masing 
daerah, format mengikuti daftar 
terdahulu. Daerah tetap mengirim 
file kompilasi pengolahan. 

tidak lagi mendapat 
kiriml: It dari BPS Pusat 
sedar,gkan 
pelak:.anaannya masih 
berlanjut Apakah 
kegia':an ini masih tetap 
berla njutltidak 
Pela.:sanaan Sakemas 
TriWl anan waktu 
penc:lcahannya sangat 
singk;)t sehingga 
persE!ntase pemasukan 
doku1'nennya sangat 
rendilh apabila mengacu 
pada batas akhir jadual 
yang jitetapkan 

Menekankan kepada BPS Jadwal pelaksanaan Sak. 
Kab/Kota dan petugas untuk Triwulanan memang sangat ketal 
segera melakukan peneaeahan karena datanya harus disajikan 
diawal waktu sehingga dapat pada triwulan berikutnya 
mengejar target waktu 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pelaksanaan Survei 
Upah Buruh (SUB) dan 
SurvE,i Struktur Upah 

..•.. ". (SSU I cukup mengalami 
kendala pemasukan 
dokumennya 
dikamnakan tingkat 
kesu: Ian dari responden 
sangatbesar 
Mutu hasil pencacahan 
Suse las semakin 
mem.run 

Upah untuk petugas 
Suse!"IElS selalu 
terlambat karena 
pelabanaan lapongan 
lebih awal dari pada 
peml:ahasan anggaran. 
Program entry Susenas 
masHI sering 
berm;3salah 
Data dari Pengadilan 
Negeri, Kejaksaan 
Neger! dan Lernbaga 
Pem::lsyarakatan di BPS 
Propl1si Kalimantan 
Selat.:'" tetap 
dikurnpulkan meskipun 
BPS Pusat tidak lagl 
memberikan kewajiban. 
Untuf: memudahkan 
pengl)lilhan data 
tersebut dapatkah BPS 
Pusa': memberikan 
prognun pengolahannya 
(kala); ada), baik untuk 
data dari pengadilan 
(PN1 dan PN2). 
kejak:laan (L T1 dan 
L T2) dan dari lernbaga 
pemasyarakatan (LP1 
dan LP2 

:;:64~:~lJm~~';mll.,. .... r~.'. ' 
P4B 

~ " . . ' 

1. Kekul'angan Ookurnen 
(KPU·KL; -SO; Stiker) 
dan .:I)mplain terhadap 
keku-rangan tersebut 
lambat dipenuhi oleh 
piha~: i<.PU 

Tim Perumus I~~atek 

Menekankan kepada BPS Setuju 
Kab/Kota dan petugas untuk 
segera melakukan pencacahan 
diawal waktu serta 'dapat membina'··' 
hubungan baik dengan responden 
khususnya terhadap perusahaan 
besar yang tingkat non respon nya 
besar 

Hendaknya pelaksanaan Seharusnya daerah menyusun 
pengawasan oleh BPS pengawasan terpadu 
Kabupaten/kota bertepatan 
dengan pelaksanaan pencacahan 
oleh petugas lapang, sehingga 
apabil aterjadl kesalahan tekis 
dapat segera diatasi. 
Oiusulkan ke BPS Pusat jika Oipertimbangkan/dikajl kembali 
memungkinkan, hendaknya 
pelaksanaan lapangan digeser 
atau BPS Pusat mempersiap-kan 
dana talangan. 

Program hendaknya diuji coba Diupayakan penyempumaan-nya, 
dahulu sebelum dikirim. walaupun uji coba sudah dilakukan 

beberapa kali 
Akan dikonfirmasi dulu ke BPS Data LP dan PN masih diperlukan 
Pusat oleh berbagal pihak, namun oleh 

karena data dlmaksud sebagian 
besar sudah dapat dlperoleh dari 
instansi terkait balk di level 
Kab/Kota, Provo maupun Pusat, 
maka dipandang tldak perlu lagl 
mengumpulkan data melalui 
instrumen LP-112 dan PN-112 
sebagaimana telah diputuskan 
beberapa waktu yl. 

Pencacahan dilapangan 
sementara menggunakan 
fotocopy KPU-KL hingga 
dokumen kekurangan 
diperoleh. 
Untuk KPU-SO diperba­
nyak dengan mengcopy 
atau mencetak dg 
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2. 
. ... ', ....... . 

MUEllan pertanyaan 
KPlJ.·KL cukup rumit dan 
mernbutuhkan waktu 
lam;;: lIntuk 
pen;I'sisannya, 
sedclngkan umumnya rt 
tidal. siap dengan 
be"':af; I dokumen 
pen:lukung pengisian 
pertanyaan terse but. 
Sehill!~ga setiap petugas 
yan9 sedianya dapat 
merwEtlesaikan 3 BS 
dipe"'l<irakan hingga 
sele::;ai jadual 
pen:lataan hanya dapat 
menyalesaikan 2 BS. 

3. Kondisi geografis dan 
leta.-. bangunan rt yang 
berjauh-an terutama di 
daerah aliran sungal, 
daerah pedalaman dan 
pertl<ltasan. Untuk 
mencupai daerah 
tersl!but dibutuhkan 
wakl IJ dan alat 
tran:;portasi tertentu. 

4. 

5. 

Terc:apat masyarakat di 
wi-Ii: yahldaerah tertentu 
(JI. 1>oros Bontang 
San,~atta) yang tidak 
mall didata pada 
wila~.·ah dimana mereka 
ben: :>misili dengan 
alae. ,in tidak ada 
keje· asan de yum 
wila~,.ah tersebut ( dalam 
prO!;I:!!; pemekaran 
wila~,.ah). 

Berdasarkan catatan 
Bad ,In Meteorologi di 
kab1kota pada bulan 
Apn 2003, hujan terjadi 

'--___ h....;.a_n~pjr setiap han dan 

Tim Perumus Rafek 

menggunakan continous 
form dan digandakan di 
daerah masing-masing . 

Meskipun waktu pen­
cacahan telah berakhir, 
diminta petugas tetap 
menyelesaikan penda­
taan lapangan dengan 
melakukan penyisiran 
terhadap penduduk yang 
belum terdata. 
Melakukan supervisi dan 
monitoring terin-tegrasi 
yang melibat-kan badan! 
instansi terkait. 
Membentuk tim koordinasi 
per wilayah yang 
bertanggung jawab secara 
teknis dan administrasi. 

Petugas letap 
melaksanakan lugas 
dengan ditunjang biaya 
operasional daerah sulit. 

Telah dilakukan perte­
muan khusus antara 
pemda Kota Bontang dan 
Kabupaten Kutai Timur, 
dan disepakati 
masyarakat tetap dida-ta 
sesuai dengan ke-tentuan 
yang berlaku. 

Meskipun pelaksanaan lapang 
terkendala le-lapi beberapa 
petugas tetap melaksanakan 
pendataan secara optimal. 

400{ __ _ 
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6. 

mera:a di seluruh 
kabf...ota. 

Terd.~pat mitra statistik 
yang mengundur1<.an diri. 

SUSI::NAS 

- . Meminta bantuan tam­
bahan petugas PDL 
kepada Pemda setempat. 
Menginstruksikan petu­
gas PML juga berperan 
sbg petugas PDL 

7. Jum :It! sampel Susenas - Diharapkan agar BPS I Pusat Barangkali perlu dirumuskan 
2003 banyak yang 
diga:d karena 
keterbatasan biaya 
operasional untuk 
samoel sebanya~ 34 
sam:lel. Setelah diteliti 
sam{lel terpi-lih adalah 
samtlel yang ter-tnasuk 
BS elit/sullt sebagai­
mana daftar yg telah 
disan·,-paikan ke 
Dire~ torat Meto-dologi 
Stati:,tik BPS Pusat. 

dalam penetapan sampel kembali dan dipertimbangkan 
kegiatan Susenas selanjutnya dengan matang apabila yang 
telah mengeluarkan BS dimasukkan sebagai daerah sulit 
elitlsulit agar tidak te~adi persentasenya cukup tinggi. 
usulan pergantian sampel. 

8. Kegiatan Modul - Entry data Susenas Kablkota -
yang menga-Iami kerusakan 
kompu-ter sebagian dilaksana­
kan oleh BPS Propinsi. Dan 
diharapkan agar BPS I Pusat 
mengupa-yakan pengadaan 
PC dan perlengkapannya 
untuk BPS Kab/Kota dalam 
rangka menunjang kegiatan 
BPS di daerah. 

Kab/Kota mana yang susah? 

9. 

Konl: umsi dan Kor-
Modlll MSBP telah 
mencapai 100%. Namun 
entry data mengalami 
hambatan karena 
terds pat 2 kablkota yang 
menl,alami kerusakan 
komputer. 

PODESST 
Luas wilayah menurut 
penggunaan tidak 
diket:;hui oleh 
responden dengan pasti, 
karens selama ini belum 
pernah dilakukan 
pengl.lkuran. 
Ketie ilkpastian tsb 
menl~akibatkan 
sebagian besar kepala 
des8 tidak mau 
menandatangani 
dokurnen Podes-ST03 
apat.la luasan 
wila~ahnya hanya 
merl pakan perkiraan 
term;lsuk item jumlah 
pend.Jduk menumt 
lapap gan usaha. 
SAKERNAS Trlwulan 

,---__ .......;;;d..:;;.an;;:. l"ahunan 2003 

Tim Perumus !:~atek 

- Sepanjang tidak ada perubahan 
wilayah maka data luasan 
desa diperoleh dari rekapitulasi 
luas desa hasil pendataan 
sebelumnya. 

Mudah-mudahan komputer 
pengadaan P4B dapat 
membantu kekurangan 
komputer daerah. 

40 



Petat/han Teknis Pimpinan Pelaksana BPS PlOvinsi 

10. - Telah dilakukan evaluasi agar 
segera mengirimkan hasil 
pelaksanaan lapangan ke BPS 

4001' 

. i .•. ,:;) I·,f.~~~~~~;f~'~J;~~~:;;~:':·: , 
. :~i~' ·~:::~·/·:·"~::.~':},~(4! :'J;:~::::' ,::'-;; :,. 

Pemasukan dokumen 
dari Kabupaten/Kota ke 
BPS Propinsi masih 
"sering terlambat. Propinsi secara bertahap. . ...•.. " ',." .. 

11. 

1a. 

1b. 

1c. 

2. 

3. 

Upah pencacahan 
sebesar Rp. 3.000,­
responden tidak layak 
dibandingkan dengan 
usaha yang dilakukan 
petugas untuk 
melakukan pencacahan 
terhadap responden. 

Susenas merupakan 
kegiatan rutin BPS 
setiap tahun, pada saat 
ini terlihat kualitas 
ISlannya cenderung 
semakin menurun. 

Hasil Pengolahan Modul 
Komsumsi yang 
dikeluarkan oleh BPS 
Pusat sudah banyak 
membantu para 
pengguna data, akan 
tetapi di satu pihak 
belum dapat memenuhi 
permintaan pemda 
dalam hal pengentasan 
kemiskinan terutama 
dengan adanya bantuan 
untuk GAKIN (Keluarga 
Miskin) 

Setiap pelaksanaan 
survey, Kabupaten 
Sangihe dan Talaud 
selalu mengalami 
keterlambatan dalam 
pemasukan hasil survey 
karena sulitnya 
transportasi 
Survey Upah yang 
dilaksanakan sekarang 
ini belum dapat dijadikan 
sebagai bahan 
pembanding untuk 
pembahasan penentuan 
Upah Minimum Propinsi 
(UMP) di daerah 

- Diusulkan ke BPS untuk dapat 
ditingkatkan upah 
pencacahannya. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut 
mohon agar penyusunan Petunjuk 
Operasional (OP) pada P2S dapat 
memasukkan rincian mata 
anggaran untuk Pengawas BPS 
Propinsi terhadap petugas 
lapangan. 

Disarankan agas BPS Pusat dapat 
memberikan petunjuk sehingga 
BPS Daerah dapat memenuhi 
kebutuhan Pemda tersebut. 

Mengusulkan agar BPS khususnya 
Direktorat Metodologi Statistik 
dapat menentukan wilayahl blok 
sensus terpilih pada daerah yang 
tidak terlalu menyulitkan 

Penentuan sampel oleh BPS 
terhadap perusahaan terpilih 
diharapkan mewakili semua sektor 
berdasarkan KLUI 

Selama 1m Blanko Mohon agar BPS memberikan 
Re istrasi Penduduk ene as an apakah masih perlu 

Tim Perumus Ratek 

BPS Pusat saat ini sedang 
mengkaji ulang untuk 
perbalkan alokasi ~,ample 
survei upah. 
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4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

tidak ada lagi dilakukan pengumpulan data 
pengiriman dari BPS registrasi penduduk yang diperinci 

menurut desa/kelurahan 
Angkatan kerja pad a ' Menambah jumlah sampel agar 
tingkat KabupatenlKota representatif pada tingkat 
sangat dibutuhkan akan kabupatenlkota 
tetapi hal tersebut tidak 
dapat terpenuhi 

Jumlah Penduduk 
Sulawesi Tengah 
SP2000 yang non 
respon (sementara) 
berdasarkan publikasi 
Seri L2.2.24 sama 
dengan jumlah 
penduduk Kabupaten 
Banggai Kepulauan, 
sehingga berpengaruh 
terhadap jumlah 
penduduk hasil Survei 
lain di kabupaten 
tersebut. yang 
jumlahnya 2 kali dari 
hasillapangan SP2000. 

Saat ini kegiatan 
pengumpulan data 
Registrasi Penduduk 
terhenti karena droping 
Daftar RPT/RPA dari 
BPS Pusat dihentikan 
sejak Tahun 1999. 
Sementara daerah 
masih membutuhkan 
data tersebut. 
Permintaan data 
sekunder ke Instansi di 
daerah dari BPS Pusat 
tanpa sepengetahuan 
atau kordinasi dengan 
BPS Daerah. BPS 
Daerah diberitahu bila 
data tersebut belum 
dipenuhi. 

. .' ~ -. 0- .-., 

.9. _ ;:,.; .'. 

Perlu penjelasan mengenai 
penduduk non respon. 

Perlu kejelasan apakah kegiatan 
Registrasi Penduduk tetap 
dilakukan, dan BPS Pusat tetap 
mengirimkan ke BPS Propinsi 
Daftar RPT/RPA 

Setiap permintaan data sekunder 
secara lang sung ke Instansi di 
daerah dapat dilakukan namun 
paling tidak ada tembusannya ke 
BPS Daerah. 

Untuk . memunl:ulkan'· .. ·' 'angka 
Kabll<ota diserah~:an ke BPS tk II 
untUk menambah Hampel (budget) 

Jumlah penduduk hasil 
Susenas 2002 sangat 
tinggi, hal 1m 
mengakibatkan sulitnya 
untuk membuat 
publikasi. 

BPS membuat penimbang baru Yang dipakai untul( Susenas adalah 
dengan memperhatikan tingkat angka proyeksi I:-erdasarkan hasil 

Pembayaran Susenas 
2002 sampai saat ini 
belum tuntas, antara lain 
bia a koordinator 

pertumbuhan penduduk. SP2000 

Mengkopi pertingggal SPJ dan 
mengirimkannya ke BPS Pusat. 

Mungkin ada yan~1 tercecer di jalan. 
Daerah dimir.ta mengirim 
pertinggalnya. 

Tim Perumus Ratek 42 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

kabJkota untuk SGY dan 
Wisnus serta biaya 
receIving data untuk 

.. ~, SGY; Informasi dari BPS 
Pusat menyatakan 
bahwa SPJ belum 
dikirimkan padahal SPJ 
sudah lama dikirimkan. 
Data hasil SGY 2002 
belum diterima dari BPS 
Pus at, padahal sangat 
diperlukan untuk 
publikasi daerah. 
Rate pelatihan petugas 
Susenas sangat kecl!. 

Publlkasi Podes ST 
2003 Pusat sampai saat 
ini belum terbit sehingga 
publlkasi daerah juga 
belum terbit 
Pelaksanaan kegiatan 
proyek terutama 
kecamatan yang tdk 
memiliki KSK dan yang 
menggunakan mitra 
sering mengalami 
keterlambatan karena 
lokasi sampel sangat 
sulit serta komunikasl 
terbatas. 
Beban tugas POL pada 
P4B dengan 3 BS per 
POL dan 5 POL per PML 
sangat berat. 
oaftar tambahan seperti 
KPU-SD dan stlker 
sangat lambat dan 
jumlahnya tidak sesuai 
dengan permintaan 
daerah. 

Otonomi daerah 
mengakibatkan 
kebutuhan data sampai 
wilayah terkecil semakin 
meningkat, sehingga 
muncul berbagai survei 
termasuk Survei Sosial 
Ekonomi Daerah 
(Suseda) yang 
memerlukan penarikan 
sampel blok sensus 
yang lebih cepat dan 
sesuai dengan 

Tim Perumus Ratek 

Menyurat ke BPS Pusat. 

Menambah pusat pelatihan dari 2 
(dua) tahun 2002 menjadi 3 (tlga) 
tahun 2003. 
oaerah yang sudah dicek di BPS 
Pusat dan dinyatakan tidak 
bermasalah agar dlinformasikan ke 
daerah agar publikasi dapat 
diterbltkan 
Menggunakan biaya daerah sulit. 
jika tidak cukup agar BPS KablKota 
segera mengusulkan penggantlan 
sam pel. 

PDUPML yang sudah 
menyelesaikan tugasnya 
membantu PoUPML yang belum 
menyelesaikan tugas. 
Kekurangan daftar dan stiker 
diganda-kan daerah sambil 
menunggu dropping KPU. 

oisampaikan kep;~da Kabid. Stat. 
Sosial pada Ratek. 

Sesuaikan dengan blaya tersedia. 

.. '; -~;. ~ .. , ':::r C; ~ 

oiusulkan agar penarikan sam pel Akan dibahas dE!ngan Direk-torat 
blok sensus didelegasikan ke BPS Metodologi Stat. 
daerah (BPS Propinsi) 
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metc.::iologi yang 
dilaklJkan pada 
SusEmas. 

2. Seti~I~I' survei yang Pertu dianggarkan pengadaan Diusulkan ,." 
dilakukan selalu ada blanko sketsa peta dan biaya 
kegir: Ian penyalinanlpembuatan sketsa peta 
peny,J1inan/pembuatan pada setiap survei. 
sket!: ~I peta blok sensus 
untu·. kepertuan 
penc::lcahan. 

3. Seticlp awal tahun - BPS perlu seeara rutin Karena anggaran pamerintah saat 
pem!lrintah daerah mengadakan data kemiskinan. ini terbatas, maka BPS mencoba 
sene. ,tiasa Dialokasikan anggaran untuk maneari dana dari lembaga 
membutuhkan data pelatihan personil, khususnya internasional, namun hasitnya 
penduduk miskin serta yang berkaitan dengan sangat terbatas 
bese. nya nilai batas penghitungan penduduk miskin, 
kemi:;kinan (dalam Indeks Kemiskinan, Indeks 
rupiell·I). Pembangunan Manusia dan 

Indikator Jender. 
4. Data Susenas - Perlu antisipasi dari Mudah-mudahan faktor pengali 

diup.:lyakan terbit pada BPS agar hasil Susenas dapat dapat tersedia tepat waktu 
setia 1 tahun survei, terbit lebih cepat. 
nam.11 terbitan BPS - Daerah agar diijinkan 
selalu terlambat. melakukan tabulasi data sesuai 
keter!ambatan dari BPS inflation factor yang dihitung di 
puss:: mengenai daerah. 
penEllapan angka final, 
sehi!' gga BPS propinsi 
mels ~ukan tabulasi data 
sesu :Ii inflation factor 
yang dihitung di daerah. 

5. Daerah perlu data hasit Agar dapat disajikan angka Tidak masalah hanya perlu kehati-
Sakmnas semesteran nasional dan propinsi, paling tidak hatian mengingat ada Susenas yg 

1. 

2. 

Pen!; lJmpulan data 
lP1,:~ dan PN1,2 yang 
dilaklJkan setiap bulan 
upahnya sangat minim 
diba'lding biaya 
tramlport. Dokumennya 
tidak pernah lagi didrop 
dan BPS Pusat. 

Regi:>trasi penduduk, 
kons .lmen datanya 
euku:l banyak, tetapi 
blanl· () sudah tidak 
didr<lll lagi dari BPS 
PUS,it dan banyak KSK 
baru yang belum paham 
cara Ilengisian daftar . 

• 3 

Tim Perumus ,:~.3tek 

untuk Sulsel sampelnya lebih besar 

Kalau datanya masih diperlukan. 
agar upahnya dinaikkan. karena 
kunjungannya dilakukan berkali­
kalL 

Perlu penyegaran untuk tehnik 
pengisiannya terutama bagi KSK 
baru dan blangko disediakan oleh 
BPS Pusat. 

Data lP dan PN masih diperlukan 
oleh berbagai pihak, namun oleh 
karena data dimaksud sebagian 
besar sudah dapat diperoleh dari 
instansi terkait baik di level 
Kab/Kota, Provo maupun Pusat, 
maka dlpandang tldak perlu lagi 
mengumpulkan data melalui 
instrumen lP-112 dan PN-112 
sebagaimana telah diputuskan 
beberapa waktu yl 
Pengadaan blangko tidak di Pusat 
lagi, disediakan oleh masing-masing 
daerah, format menglkuti daftar 
terdahulu. Daerah tetap mengirim 
file kompilasi pengolahan. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kab;'{Jaten Muna 

Hasl 'akhir setiap 
sensus atau survei 
terut :lma yang 
sampelnya sangal keeil 
adak.:tlanya 
men!)gambar1<an 
keadaan yang tidak 
sesllai dengan keadaan 
di lapangan 
(seb·mamya). 

Dalelrn pelaksanaan 
SUSf:!naS beban petugas 
dan pencacah 5angat 
bers : Itarena 
pen!; liwas/pemeriksa 
men' bawahi 4 petugas 
sedl; rlgkan pencacah 
ada~alanya 
mela ksanakan 4 blok 
senslJs. 

Blar.;:ko (Daftar PN1) 
tidal; meneukupi untuk 
pelal(sanaan dalam satu 
tahu 1 karena dalam tiap 
bulan sangat ditentukan 
oleh banyaknya per1<ara 
van!; diputuskan. 

Seb1l;!ian responden 
P4B :susah diketemukan 
kare 'lei masih menjaga 
tana 'nan padi. jagung 
sampai panen. 
Banl';3k pelugas 
kekllrangan KPU-KL. 
KPU-SD dan sliker P4B. 

Kabu,Oaten Ko/aka 

Mewkrut petugas 
khu5,.lsnya mitra slatistik 
tidal; lagi mudah karena 
biaya transport yang 
diba:,'arkan dari ibu kota 
kecamatan bukan dari 
desl: tempat lugas dan 
honf:'" pelatihan sang at 
rendah dibandingkan 
den~lan instansi lain. 
BiaY;1 Pencaeahan 
serir !} terlambat 

Tim Perumus Ratek 

Sebelum 'hasil sensus dan survei' Seyogyanya BPS, Kab/Kota terlebih· , 
dipublikasikan terutama yang dahulu meningkatkan pemeriksaan 
sampelnya keeil sebaiknya dan pengawasan agar hasilnya 
mengundang BPS KabupatenlKota dapat dipertang-gungjawabkan 
minimal subject mahemya guna 
meminimalisasi tingkat kesalahan 
(error). 

BPS diharapkan memikirkan Di dalam peren-canaan angga-ran 1 
perbandingan baban tugas yang petugas dialokasikan unluk 2 BS, 
dipikul oleh pengawas dan mengapa sam-pai ada yang 
pencacah serta perbandingan mendapat 4 BS 
pengawas dengan jumlah 
pencacah yang diawasi, apalagi 
Susenas sangat berat peke~aanya 
karena pencacah mengerjakan 
beberapa jenis dokumen. 

Diharapkan alokasi dokumen daftar 
PN1 liap bulan dirata-ratakan 5 
lembar. jika berlebihan nanti 
digunakan untuk pelaksanaan 
tahun berikutnya. 

Meminta bantuan kepala 
desalkelurahan untuk memanggil 
masyarakatnya kembali ke 
rumahnya supaya dieacah oleh 
petugas P4B. 
Petugas disarankan untuk 
melakukan pencacahan dengan 
buku pembantu sambil menunggu 
dokumen tiba dari KPU Pusat. 

Agar biaya transport dibayarkan 
sesuai dengan tempat tugas 
karena di Kabupaten Kolaka masih 
ada beberapa daerah sui it. dan 
biaya latihan disesuaikan dengan 
biaya minimum regional yang 
berlaku serta upah pencacahan 
agar ditinjau kembali. 

Untuk kegiatan sensus/survei dan 
menggunakan mitra diharapkan 
agar dana pencacahan dikirim 

Penyelenggara pelatihan di daerah 
agar mengatur secara bijaksana 
sesuai ketersediaan data 

BPS daerah agar menyampaikan 
kondisi yang ada saat mela-kukan 
rekrut-men petugas, karena caim a 
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10. 

secara bertahap untuk dana diluar kemampuan BPS 
mengantisipasi uang muka kerja, 
Karena sebagian besar mitra 
bukan PNS dan sudah pasti sangat' 
mengharapkan dana harian. 

Kab!lpaten Buton 

Bia)'3. yang tersedia OanaJanggaran perlu ditingkatkan. 
dala n pelaksanaan 
keg~~tan Statistik Sosial 
sanr, at minim, contoh 
biaya kegiatan Susenas, 
Sak~~mas dan lain-lain. 

Selalu diusaha-kan tetapi ter-bentur 
keterba-tasan dana yang diberikan 
pemerintah 

11. Oral: ing dokumen Draping dokumen pelaksanaan Sudah kita antisipasi, sepanjang 
pela:(sanaan kegiatan kegiatan Statistik Sosial dari BPS budget tersedia 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

Statistik Sosial dari BPS sering terlambat dikirim ke 
serir 9 terlambat dikirim kabupaten. 
ke klJbupaten. 

KotlLf5endari 

Bia}';i pelaksanaan 
Sak!!mas/Susenas 
mas h sering terlambat 
di drop dan BPS 
Pro\linsi. 

Pelcllu~anaan 
Upall sering 
disellabkan 
kesihukan 
Pen. sahaan. 

Survei 
terlambat 

oleh 
Direktur 

Hasil kegiatan Registrasi 
Penduduk hasilnya 
kurann memuaskan. 

Kab!!paten Kendarj 

Pencatatan Registrasi 
Penduduk belum teratur. 

Biaya pelaksanaan Sakemas dan 
Susenas diharapkan dapat segera 
di drop setelah selesai pelaksanan 
lapangan, mengingat petugas 
lapangan kebanyakan dari pihak 
luar/mitra. 

Frekuensi kunjungan ke setiap 
perusahaan agar ditingkatkan 
dengan konsekuensi anggaran 
pencacahan dinaikan. 

Perlu adanya refreshing bagi 
aparat kelurahan khususnya dalam 
menangani Registrasi Penduduk. 

- Perlu diperbaharui kembali 
instruksi bersama anlara 
Depdagri dan BPS. 

- Perlu penekanan keseragaman 
konsep dan definisi tentang 
kependudukan, 

- Perlu dipertimbangkan biaya 
pengumpulan data. 

Pendaftaran Pemilih dan Agar jadual pendataan 
Pendataan Penduduk diperpanjang. 
Ber\< elanjutan (P4B) 

Mitra agar 
sebelumnya karena 
diluar kemampuan 
mempercepatnya 

diinformasikan 
caimya dana 
BPS untuk 

Akan diusahakan. 
disesuaikan dengan 
pemerintah. 

namun 
anggaran 

Sedang dipersiapkan Keppres baru 
lenlang Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil dan Pengelolaan 
Infonnasi Penduduk dalam 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 

~ ______ m_e_r!~~~la~m~i ______________________________________________________________ --J 
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17. 

ketelfambatan. 

Pela <sanaan P4B : 
a. Jllmlah petugan POl!; 

F'ML sangat telbatas, 
sl~mentara letakljarak 
a ltara desa yang 
S;)tu dengan yang 
Ii: lnnya be~auhan 
d:1rI narana 
tnmsportasi :;angat 
sulit. 

b. ~/ usim hujan :;angat 
rr empengaruhi 
J: ltugas di lapangan. 

c. C:':lkupan materi 
d :llam kuesioner 
c'Jkup banyak yang 
sifatnya individual 
«TP, AIde Kelahiran, 
Surat Nikah dan 
(olongan Darah). 
Petugas POL 
mendatangi rumah 
t.Hngga berulang kali 
s·:thingga 
r'lembosankan 
n!sponden dan 
nelelahkan petugas. 

d. ,I'.da penduduk yang 
ti :Iak bersedia didata 
clengan alasan data 
~ :lr1g ditanyakan 
chlam kuesioner 
s ,lrIgat rahasia untuk 
k :!Iuarga. 

Agar diberi kesempatanlwaktu 
yang cukup untuk pemeriksaan 
daftar isian dokumen yang masuk. 

18. Jurr ah dokumen KPU- Tambahan dokumen secepatnya 
KL, I<PU-SO dan stiker dikirim ke daerah. 
tidal. mencukupi 
kebl.ltuhan. 

19. Kan: na luasnya cclkupan Agar waktu diperpanjang dan biaya 
mat::ri dalam kUE!sioner transport petugas perlu dibantu 
sed;;ulgkan waktunya terutama untuk daerah sulit dan 
hanl'a satu bulan dan saling berjauhan. 
keteltnya pengawasan 
dibarlding dengan biaya 
yan';1 diterima relatit 
kedl akhimya POL 
mengundurkan diri. 

·'Jt.' 

; I,: 
I,,: , , 

... . '. 

40CI 

1. Tabulasi rind SUSENAS Mohon BPS dapat mengirimkan Diusahakan secepatnya dikirimkan 
200:! dan raw data tidak Tabulasi Rind dan raw data '------
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tersl: dia di BPS Provinsi dimaksud 
Gore n1alo Gorontalo 

daerah 

ke BPS Provinsi 
untuk kebutuhan di 

2. 

3. 

Keg :ltan Statistik Rutin : 
PN1 I PN2, LPI dan 
LP2. Hegistrasi Sekolah 
Non Diknas dan 
Regl,strasi Penduduk 
belulll dapat 
dila~:s.anakan I<arena 
dokt. rnennya tidak 
tersl:dia. 
Datel SUSENAS sulit 
untu:( diserieskan setiap 
tahu 1 karena datanya 
kura 19 baik. 

' .. Q1~:l\IIjliJ~U:·: ... ,>: '.\",. ;:. 
1. SamDai saat ini 

perrriintaan dokumen 
Registrasi Penduduk 
den!: an surat kami 
nom'Jr: 81521.002 
tang·]aI28 Januan 2003 
belulll direalisasi BPS. 
Apaf:ah kegiatan 
pene: ataan penduc!uk 
den!; an Registrasi 
Pentfuduk masih tetap 
dila.;ukan ? 

Mohon pengadaan dokumennya ke 
BPS Provinsi 

Sistem pelaksanaan pencacahan 
dan pemeriksaan I pengawasan 
apa bisa dilakukakan dengan cara 
terpadu ke lapangan seperti 
pelaksanaan SDK!. 

; :,:.~.~<~'( ~<~~}:>:' ~" r~ ':',: '~. . ;,:~~~, 
Mohon petunjuk dari BPS 
menyangkut hal ini. 

::'~,~:M.~q~:aU~bt '~~ng' tel~~· • 'rii~~~~;t~i~h:' petugas d~ri desa·· 

2. 

3. 

4. 

mer. ]il<uti latihan tapi yang sama (yang kurang beban 
saat pelaksanaan tugasnya) dan atau ditangani 
lapa'·lgan langsung oleh stat kabupaten/kota. 
men ;llIndurkan din. 

Juml';lh lembar KPU-KL 
dalam satu boks tidak 
men :ukupi 100 lembar. 
JumlClh dokumen yang 
dialc; ;;asi dari KPU Pusat 
tidalc mencukupi 
(kekl.lrangan dokumen). 
.:. I<PU-KL 
.:. I<PU-SD 

.:. Sliker 

Dokl!men P4B 
SUSl; tanltambahan, 
kualitasnya meragukan. 
DalElm setiap boks 

Ditambah sehlngga mencukupi 100 
lembar, namun resikonya untuk BS 
lain tidak ada dokumennya. 
Dilaporkan ke Sekretariat P4B-BPS 
dan KPU Pusat Melalui Surat dan 
telepon. 
.:. Membuat blanko pembantu 
.:. Dibuat sendin dengan 

menggunakan kertas komputer 
berkarbon . 

• :. Tetap jalan tanpa penempelan 
stiker pada bangunan terse but. 

Mengingat terbatasnya dokumen, 
disarankan lembar KPU-KL 
tersebut tetap digunakan 
dilapangan. Dan pada akhir 

L..-__ ......;.;k;;;;;u~~.]llebih 25 lembar pelaksanaan apabila ada kelebihan 

QL 
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5. 

KPlI .. KL yang tidak 
dapr:lt c!ugunakan 
kare'let cetakan 
pert.li1yaannya ada di 
dala n kotak isian. 
POt ES 8T2003 

dokumen KPU-KL maka akan 
disalin kembali isiannya ke blonko 
KPU-KL yang baru (sempuma). 

Beni :lsarkan Perda Pencacah Podes dari Oesa Loleba 
tera,;hir, jumlah digabung dengan desa induknya 
desl, ikelurahan di (Waijoi, Kec. Wasile). 
Prof: insi Maluku Utara 
743 desalkelurahan. 
Nan' un realisasi 
peno:;acah Podes 
8T2003 hanya 742 
desl: Ikelurahan, karena 
desE Loleba 
(Ke(:amatan Wasile) 
mer J rut Perda adalah 
des;: definitif namun 
dilaJ: angan belum ada 
perangkat desanya. 

6. Ada peL dari Kota Dilaksanakan oleh staf BPS Kota 
Temate yang Temate. 

7. 

8. 

9. 

mer ;;1undurkan diri 
sete ah mengikuti 
peli:r:ihan 

Ada beberapa ISlan 
Susnnas yang seharus 
nya diisi tetapi malah 
koscng, seperti tahun 
bertJl:lnti sekolah setelah 
tahun 1993. 

PEI'lGOLAHAN 
SUSE:NA82003 
Tahun berhentl sekolah 
tahun 2000 dan 2001 
pad.,. blok V.c R13 
(kot,.:< tahun) diisi 00 
dan 01 tidak jalan. 
Bali:a yang umur > 12 
buts ", seharusnya pad a 
Blok V.B R.11.c tidak 
perl" ada isian, namun 
kad;:.ng-kadang program 
nya minta supaya ada 
isial' (1 atau 2). Begitu 
pulE. pada Blok VIIIR.3a 
(beclsiswa) apabila tidak 
ada ART yang 
bersl~kolah seharusnya 
dari R2 lanjut ke R.4 
tapi kadang-kadang 
mint:; harus diisi. 

Tim Perumus Ratek 

Dikonfirmasikan kembali ke peL 
walaupun kadang-kadang hasil 
baliknya terlambat. 

Supaya proses entry nya lancar, 
maka pada blokV.c R.13 (kotak 
tahun) disi 20 dan 21. 

Supaya proses entry nya lancar, 
maka pada rincian-rincian tersebut 
(blokV.B R.11c dan blok VIII R.3a) 
diisi kode 2 (tldak). 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Pernasukkan Dokumen 
Sus':tnas 2003 dari 
Kab II paten/Kota 

- Selalu diingatkan ke BPS 
Kabupalen/Kota dengan surat 
dan telepon. 

terla nbat (tdk sesuai 
den~ an jadwalnya). 

'- Staf BPS KablKota atau 
Propinsi menjemput langsung 
dokumen di desa/kecamatan. 

REC; ISTRASI 
PENDUDUK 

Blanko untuk 
oengumpulan data 
registrasi penduduk 
Ishun 2001-2002 
oelum dikirim dari -
BPS 

PAF1AMETER 
DEft"OGRAFI 

IPM 

Data Parameter 
Demografi seperti 
TFR, IMR, CBR, 
GDR per Kab/Kota 
stltiap tahun sangat 
::libutuhkan Pemda -
::lan Instansi terkait. 
fidak tersedianya 
software 
kependudukan dan 
::lata mentah, 
sehingga 
rnenyulitkan daerah 
::Islam 
rnengestimasi 
indikator-indikator 
kependudukan. 

Angka IPM dan -
Angka Kemiskinan 
rJer Kabupalen / 
I<ota sangat 
dibutuhkan Pemda 
dan Instansi terkait. 
Tidak ada tenaga 
yang dapat 
menghitungnya 

Peh' ksanaan Kegiatan 
rutin Hansos (PN1, 
PN2, LPdan 
Kej:! ksaan) 

Sering laporannya 
tidak pemah 
disampaikan Ite 
BPS KablKota atau 

Untuk mengantisipasinya, BPS 
Propinsi lelah memperbanyak 
blanko tersebut dengan 
fotocopy. 

Mohon untuk selanjutnya 
dapat dikirm ke daerah sesuai 
jadwal. 

Selain tabel hasil, bisakah 
BPS juga menyampaikan 
kepada kami raw data setiap 
kegiatan agar kami dapat 
menghitung parameter­
paremeter tersebut. 
Perlu pengadaan software 
kependudukan di daerah 
(kablkota dan propinsi) 

Mohon adanya pelatihan unluk 
menghitung angka IPM 
maupun penduduk miskin bagi 
Propinsi baru. 

Perlu adanya konfirmasi 
tingkat pusat sebab BPS 
daerah tidak mungkin 
mengevaluasi Instansi yang 
ada. 

L-____ ,I?.PS Propinsi. 

Antisipasinya BPS Propinsi 
memperbanyak dengan 
fotocopy. 
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15. 

Blanko laporan 
.Jlltuk tahun 2002 
r.,elum kami terima 
:Ii Propinsi. 

PELATIHAN BIDANG 
SO~jJAL 

Untuk 
menterjemahkan . 
t)mbagai indil<ator -
indikator sosial 
IIEtpada pihak lain , 
pnrlu adanya 
pemahaman 
I~rhadap indikator 
l,~rsebut. Yang 
rnenjadim masalah 
mdalah bahwa 
L.gnaga yang pemah 
rnengikuti pelatihan 
penghitungan dan 
cillalisa bidang 
s.osial belum ada di 
Propinsi (Maluku 
lJlara). 

,~t:.P;~p';'~f.: ;' .I'" i ; 

1. Pen. bahan Sampel 
SusHnas 2003 yang 
teriElmbat diinfonnasikan 
ke daarah. sehingga ada 

2. 

KablJpaten yang 
terlclnjur mencacah 
ber<lasarkan alokasi 
samoal awal, maka 
perl II diperhitungkan 
kelEJihan biaya 
pent:acahan tersebut. 

Hasl I Pengolahan 
susl:,nas dan sUNei lain 
yan;1 dilakukan dipusat 
agal segera dikirim ke 
dael ah dalam waktu 
yana tidak terlalu lama 
untllk keperluan di 
daeluh. 

Blonko untuk tahun 2002 
mohon disampaikan ke BPS 
Propinsi dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. 

Perlu BPS memikirkan 
pelatihan-pelatihan seperti 
pelatihan demografi. pelatihan 
penghitungan penduduk 
miskin. pelatihan penghitungan 
IPM dan analisa bidang sosial 
bagi BPS Kab/Kota dan BPS 
Propinsi. 

~ .... -. 'i:'f-~:';:~~;":-c'~::::-~:_-i/:> _ _ ~':~~::'~-~< . ,~~. 
Permasalahan ini diserah-kan ke 
Subjek meter BPS Pusat untuk 
penyelesaian biayanya. 

• .. 1 •• -', T 

:: ' •• : ',:':. 1 ~ 7 ":: •• '.~ •• ~ _ • 

Kekeliruan te~eb~'- . sudah 
dlsampaikan melalui surat Sestama 
sebelum pencacahan. mengapa 
tetap daerah? Hal ini disebabkan 
kebljaksanaan pimpinan BPS 

Disampaikan ke 
tanggapannya. 

Pusat untuk Biasanya langsung diberikan 
kepada Kabid Sosial setelah data 
slap 

3. Kur.Elngnya SOM untuk Perlu diadakan Pelatihan Analisis Akan dikaji pembinaan teknis 
anal iSis Kependudukan Kependudukan balk stat di Provinsl bidang/seksi sosial secara berkala. 
kanma stat yang pemah maupun di setiap Kabupaten/Kota. 
dila: h di BPS telah sa-Papua. 
dimlltasi 

4. Alol:asi Dana P4-B yang Oiserahkan ke pihak BPS Pusat 
tersl~dia tidak sesuai untuk diketahui 

L..-_____ ;.;;.;.;;. 
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5. 

6. 

dengan jumlah 
penduduk Papua 
Kurangnya staf 
sehingga ada beberapa 
seksi yang tidak 
mempunyai 
bawahanlstaf 
Setiap Proyek 
Ke~asama BPS Pusat 
dengan instansi lain 
yang diselenggarakan 
didaerah agar 
dipemitungkan biaya 
operasional untuk BPS 
di daearahlBPS Provinsi 

Tim Perumus Ratek 

Diserahkan ke pihak BPS Pusat Daerah dapat menominasikan 
untuk diketahui tamatan" "STIS' ' .... ··yang ·sudah 

memenuhi syarat untuk mengisi 
jabatan yang kosong 

Diserahkan ke pihak BPS Pusat 
untuk dipikirkan 
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